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Nama : IRFAN EFENDI
Nim : 10400108016
Judul : Kontekstualisasi Zakat dan Pajak Ditinjau dari Aspek Historis dan
Sosiologis
Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yaitu Kontekstualisasi
Zakat dan Pajak Ditinjau dari Aspek Historis dan Sosiologis, maka penulis
mencoba mengkaji zakat dan pajak, yang kemudian dijabarkan dalam rumusan
masalah: Bagaimana zakat dan pajak pada masa Nabi Muhammad SAW,
Khulafaurrasyidin dan Bagaimana zakat dan pajak di Indonesia?
Dalam  penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan Syar’i, historis, dan sosiologis, dengan metode
pengumpulan data menggunakan metode Library Research. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif dan komperatif.
Dan analisis datanya menggunakan cara deskriptif kualitatif.
Tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini yaitu menggali Untuk
mengetahui lebih jauh bagaimana zakat dan pajak ditinjau dari aspek Historis dan
Sosiologis dan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana zakat dan pajak
melalui sebuah hasil penelitian..
Hasil penelitian ini menerangkan bahwa, konsep pajak di Awal Islam dan
masa sekarang ini telah mengalami perubahan, di mana pajak di masa Rasulullah
hanya dikenakan kepada orang-orang non muslim saja, kini di Negara kita, baik
muslim maupun non muslim semuanya dikenakan kewajiban membayar pajak
dalam hal ini para ulama mempertentangkan tentang masalah kewajiban ganda
terhadap umat Muslim.. Para ulama ada yang membolehkan adanya pajak dan
tidak sedikit pula ulama yang mengharamkan pajak tersebut.  tentu saja masslah
ini masih menjadi perdebatan hingga sekarang ini.
Begitu pula dengan zakat, jika dibandingkan antara zakat di awal Islam
dengan zakat dan di era modern ini, terdapat perbedaan namun, bukan berarti
zakat itu kemudian hukumnya menjadi sunnah, Zakat tetap hukumnya wajib,
hanya kemudian barang apa saja yang harus dizakati perlu direnungi ulang. Zakat
selama ini hanya diasumsikan kepada zakat fitrah dan lima jenis zakat yang sudah
umum dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh klasik.. Padahal banyak sumber-
sumber penghasilan yang kini lebih besar hasilnya dari pada kelima zakat
tersebut. kemudian, konsep kaya zaman dulu dan sekarang juga perlu mendapat
perhatian, Nampak ada perbedaan yang signifikan tentang klasifikasi harta yang
wajib dizakati. terdapat perubahan dan pergeseran-pergeseran dalam hukum zakat
baik dalam bidang materi zakat maupun dalam orang-orang yang harus
mengeluarkan dan harus disantuni dengan zakat ini. Banyak persoalan yang
timbul di masa kita sekarang ini dan dibutuhkan peneliti yang mampu
menanpilkan zakat dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kemajuan zaman.




A. Latar Belakang Masalah
Nabi Muhammad SAW. mendapatkan misi dari Allah SWT untuk
menyebarkan agama Islam kepada umat manusia sekitar tahun 610 M . Dalam
menjalankan misinya, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan ajaran tentang
keimanan selama 13 tahun di kota Makkah. Disini Nabi Muhammad SAW tidak
memperoleh hasil yang memuaskan, bahkan ancaman dan penganiayaan terhadap
penganut agama Islam semakin bertambah hebat. Akhirnya pada tanggal 15 Juli 622
M. Nabi Muhammad SAW. bersama pengikutnya yang setia berhijrah ke kota
Madinah. Di kota ini, Nabi Muhammad SAW. dan pengikutnya disambut dengan
kegembiraan dan penghormatan oleh penduduk Madinah.
Setelah Nabi Muhammad SAW. berhijrah dari Makkah ke Madinah, bentuk
misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. beralih, dari pembentukan pribadi muslim
kepada pembinaan masyarakat. Sebelum hijrah, ayat-ayat al-Qur`an banyak berbicara
tentang aqidah dan akhlak, tetapi sesudah hijrah, ayat-ayat al-Quran banyak berbicara
tentang hukum bagi pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya
kedudukan Nabi Muhammad SAW. bukan hanya sebagai pemimpin umat, tetapi juga
sebagai pemegang kekuasaan politis (Negara Islam).
Nabi Muhammad SAW. dalam kedudukannya sebagai pemimpin,
memberikan pelayanan kepada kepentingan umatnya, melindungi umatnya yang
lemah dari bahaya dan ancaman dari luar, memberikan bantuan moril dan materil
bagi kehidupan umatnya. Sabagai pemimpin, dalam meningkatkan perekonomian
umatnya dan memberikan pelayanan kepada umatnya yang membutuhkan dana yang
2cukup besar, Nabi Muhammad SAW. menentukan sumber-sumber dana sebagai
pemasukan negara berdasarkan wahyu-wahyu Allah SWT.
Adapun bentuk-bentuk pemasukan dana bagi negara menurut hukum Islam
adalah Zakat. yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. untuk
diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti
mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.








“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka… “(QS. At-Taubah :103).1
Perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam kedudukan
beliau sebagai rasul yang berfungsi untuk menjelaskan hukum dan juga dalam
kedudukan beliau sebagai amil atau penguasa dan pemimpin negara. Dan yang kedua
adalah jizyah atau pajak, yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada non muslim
khususnya ahli kitab yang berada di bawah tanggungan dan perjanjian dengan Negara
Islam . Jizyah itu merupakan kewajiban atas pribadi karena keberadaannya di daerah
1 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Quran, Departemen Agama RI., 2005), h. 273.
3Islam yang wajib dibayarkan sekali setahun. Istilah jizyah hanya muncul sekali dalam










“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
beriman kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya dan tidak beragama dengan agama yang
benar ( agama Allah), (yaitu orang-orang ) yang diberikan al-kitab kepada
mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam
keadaan tunduk”.3
Jika non-muslim telah membayar Pajak, maka dia berhak atas perlindungan
dan hak yang sama dari Islam. Zakat dan Pajak, meski keduanya sama-sama
merupakan kewajiban dalam bidang harta namun keduanya mempunyai falsafah yang
khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian
serta kadarnya, disarnping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.
Sesungguhnya Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi
dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik
dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.
2Ugi Suharto., Keuangan Publik Islam, Reinterpretasi Zakat dan Pajak, (Yogyakarta:Pusat
Study Zakat., 2004),h. 113.
3Departemen Agama RI , op, cit, h. 163.
4Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk
Allah Ta'ala sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri
kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadah
kepada Tuhan. Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai
dengan Hukum yang berlaku dalam alam semesta agar manusia dapat hidup saling
mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang sesama makhluk
Tuhan. Dalam pargertian Akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang
mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber
praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial.
Dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk menyamakan dan mempersaudarakan
seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu, yang berwujud
pengorbanan benda dalam hidup bertolong-tolongan. Dalam pengertian ekonomi,
Zakat meninggikan hasrat produksi bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distibusi
dan menstabilitaskan konsumsi dalam kehidupan tanpa ada jurang pemisah antara si
kaya dan si miskin.4
Zakat juga adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap kaum
Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam al-Qur'an disebut kalangan
fakir miskin dan mustahik (yang berhak menerima) lainnya, sebagai tanda syukur atas
nikmat Allah Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk
membersihkan diri dan hartanya.5
Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang Islam karena
merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah
4Amiruddin Inoed; dkk, Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat
Sumatera Selatan (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h' xii.
5Yusuf al Qardawi, Hukum Zakat, (cet.12; Jakarta: Litera Antarnusa,  2011)  h. 11.
5harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi Muslim
yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak
setelah mencapai nishab dan haul dengan satu tujuan  sosial sebagai salah satu
alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat.
Sebagaimana keempat rukun Islam yang lain ajaran zakat menyimpan
beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat, publik, vertikal. horizontal,
serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan
kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.6
Sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak,
yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat
prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan
tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.7
Bila sernua dimensi yang terkandung dalam zakat dan pajak ini dapat
diaktualisasikan maka zakat dan pajak akan menjadi sumber kekuatan yang sangat
besar bagi pembangunan umat dan negara menuju kebangkitan kembali peradaban
Islam.8
Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara, mempunyai tugas dan
kewajiban untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yang tertuang dalam butir-
butir Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Negara Indonesia
berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna dalam
6 Amiruddin Inoed; dkk, op, cit, h. xiv.
7 Yusuf Al-Qardhawi, op, cit., h, 26.
8Amiruddin Inoed. dkk, op. cit., h. xiv.
6masyarakat. Dengan tidak adanya organisasi yang luas beserta segala cabang-cabang
dengan berbagai tugasnya, negara tidak mungkin dapat menunaikan tugasnya dengan
sempurna. Untuk dapat menunaikan tugasnya, tentunya negara membutuhkan biaya
(uang).
Untuk mendapatkan biaya (uang), selain mencetak sendiri atau meminjam,
banyak jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah, dengan mengambil dari sumber-
sumber dana negara yang terdiri dari perusahaan-perusahaan negara, barang-barang
pemerintah, denda-denda dan perampasan, hak-hak warisan yang ditelantarkan, hibah
dan iuran seperti pajak, restribusi dan sumbangan .
Menurut Santoso Brotodiharjo “ Pajak adalah iuran yang diberikan kepada
negara oleh orang atau lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik, yang dapat
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan
tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.”
Dalam hal ini, warga Negara Indonesia yang beragama Islam mempunyai dua
kewajiban yang sama-sama mengikat secara hukum, yaitu kewajiban membayar zakat
dan kewajiban membayar pajak. Karena sebagai orang Islam, dia wajib untuk
mentaati perintah agamanya dengan mengeluarkan zakat, dan sebagai warga negara,
dia juga wajib membayar pajak.
Apabila dipandang dari segi tujuannya, zakat dan pajak adalah sama-sama
untuk mendistribusikan harta kekayaan untuk kemaslahatan bersama. Tetapi ada
dikotomi konsep yang cukup tajam antara keduanya. Zakat didefinisikan sebagai satu
doktrin agama dengan muatan fiqih dan teologis yang kuat, sehingga imbalannya
7adalah pahala dari Allah, sedangkan pajak didefinisikan sebagai kewajiban rakyat
yang dibebankan Negara yang tidak ada muatan agamanya .
Hal ini berakibat kepada tidak maksimalnya pelaksanaan dan pendistribusian
zakat dan pajak. Sekarang zakat tidak sepenuhnya menjadi wewenang negara, tetapi
menjadi wewenang amil-amil yang hanya mempunyai sedikit otoritas; dan
mengakibatkan terbebaninya warga Negara yang beragama Islam dengan
mengeluarkan dua kewajiban zakat dan pajak.
Berangkat dari masalah di atas, penulis akan mencoba mempelajari dan
menganalisa dalam sebuah pembahasan untuk kemudian dituangkan dalam skripsi
dengan judul: Konstektualisasi Zakat dan Pajak (ditinjau dari aspek Historis dan
Sosiologis)
Dari sini peneliti melihat perlunya melakukan penelitian mengenai zakat dan
pajak. Selain itu" zakat dan pajak masih menjadi perdebatan antar ulama baik
mengenai waktu mengeluarkan zakatnya, kadar ataupun mengenai nisabnya demikian
juga dengan pajak.9
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan dan batasan masalah skripsi ini
mencakup bagaimana zakat dan pajak ditinjau dari aspek Historis dan Sosiologis.
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas maka penulis membatasi
pembahasan ini pada:
1. Bagaimana zakat dan pajak pada masa Nabi Muhammad SAW, dan
Khulafaurrasyidin?
9Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, Al-Qardhawi  Fil-Mizan, Terj M. Abdul Gaffar. Pemikiran
Dr. Yusuf al Qardhawi dalam Timbangan (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2003), h. 18.
82. Bagaimana zakat dan pajak di Indonesia?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional.
Operasionalisasi judul sekripsi ini adalah tinjauan sosio-historis tentang zakat
dan pajak yakni golongan wajib pajak dan upaya pemaknaan ulang tentang materi
zakat dan pajak, kategori barang apa saja yang wajib dizakati dan konsep muzakki
dan mustahiq yang mengalami pergeseran makna dari masa Rasulullah saw hingga di
masa moderen ini.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini akan dibatasi pada kontekstualisasi zakat dan pajaki dalam
perpektif sejarah dan sosiologis serta menkaji tentang zakat dan pajak dalam konteks
kekinian.
D. Kajian Pustaka
Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang
telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat dirangkum isi
pokoknya sebagai berikut:
1. Yusuf al Qardhawi, dalam buku Hukum Zakat, buku ini membahas tentang
perbandingan dari segi hakikat pajak dan zakat, asas teori wajib pajak dan
zakat, objek prinsip keadilan antara pajak dan zakat, tarif tetap dan bertingkat
pada pajak dan zakat, jaminan pajak dan zakat, dan kewajiban zakat di
samping pajak. Dalam bukunya tersebut, al Qardawi menganggap zakat dan
9pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan, bahkan al
Qardawi membolehkan adanya pajak di samping kewajiban zakat.
2. Masdar F. Mas’udi, Dalam buku Risalah, Agama Keadilan, Zakat (Pajak)
Dalam Islam, buku ini membahas tentang rakyat beriman jangan lagi
menghayati pajak hanya sebagai piutang negara. Tapi lebih dari itu adalah
amanat tuhan (bagi cita keadilan semesta) atas pundak negara. Itulah pajak
dengan dengan ruh zakat.
3. Sudirman, Ma, dalam buku Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, buku ini
membahas tentang sudut perkembangan modern dari Zakat yaitu kajian
tentang Zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (PKP)
4. Dr Ugi Suharto, dalam buku Keuangan Publik Islam: reinterprestasi zakat
dan pajak. Buku ini membahas tentang zakat merupakan intitusi keungan
publik khusus yang implementasinya dilakukan melalui sistem fay’.
5. M. Ali. Hasan dalam buku Zakat, Pajak Asuransi dan Keuangan, buku ini
membahas  tentang masalah zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan
serta memberikan pemecahanya.
6. Gusfahmi, S,E., M.A. Pajak Menurut Syariah., buku ini membahas tentang
masalah pajak menurut konsep syariah dan bagaimana pajak dalam Islam.
7. Abdul Qadim Zallum. Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, buku ini
membahas bagaimana system keuangan di Negara kilafah, tentang
pengelolaan dan penyalurannya.
Dari beberapa buku dan tulisan yang dikaji oleh penulis, tidak satu pun yang





Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai
berikut:
a. Pendekatan Syar’i, yaitu suatu pendekatan dengan menggali hukum Islam
khususnya berkaitan dengan zakat .dan pajak.
b. Pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan dengan cara mempelajari sejarah zakat
dan pajak.
c. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari zakat dan pajak
di masyarakat.
2. Metode pengumpulan data
Adapun bentuk pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tulisan ini
adalah “Library research”, yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian
kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi yang
relevan dengan pembahasan untuk memperoleh suatu data atau kesimpulan yang
berhubungan dengan pembahasan.
3. Metode pengolahan data
a. Metode deduktif, yaitu penulis menganalisis data yang berpangkal dari kaedah
umum, kemudian diuraikan dalam fakta yang khusus atau mengambil kesimpulan
yang bersifat khusus.
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b. Metode kompratif, adalah metode yang digunakan dengan membanding-
bandingkan dari beberapa data atau pendapat yang masuk, kemudian mengambil
suatu kesimpulan yang dianggap lebih kuat dan tepat.
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penulisan
Tujuan adalah suatu target yang ingin dicapai dalam setiap usaha demi
memperoleh apa yang dimaksud. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan penulisan  ini
adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana zakat dan pajak ditinjau dari aspek
Historis dan Sosiologis
b. Bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana zakat dan pajak melalui sebuah hasil
penelitian.
2. Kegunanan Penulisan
a. Sebagai pengembangan pengetahuan peneliti dalam bidang zakat dan pajak melalui
penelitian kepustakaan.
b. Sebagai media penerangan dan informasi bagi pembaca dalam hal zakat dan pajak.
c. Sebagai sarana untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari`ah UIN
Alauddin Makassar.
G. Garis-garis Besar Isi
Adapun garis-garis besar isi pembahasan skripsi ini secara keseluruhan
mencakup hal-hal sebagai berikut:
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Bab  I  Pendahuluan.  Dalam  bab  ini  menjelaskan  mengenai  latar  belakang
masalah, rumusan  masalah,  definisi operasional judul, metodologi penelitian,  kajian
pustaka, tujuan dan kegunaan  penelitian dan  pembahasan  terakhir  dari  bab  ini
adalah garis-garis besar isi skripsi.
Bab  II  Kajian  Teori.  Pada  bab  ini  dijelaskan  tentang  landasan  teori
yang  dijadikan bahan  untuk  mengkaji  tema  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,
sekaligus  rumusan masalah yang menjadi  fokus penelitian. Sedangkan bahan  yang
diuraikan  dalam bab ini  meliputi  dua tahapan. Pertama  meliputi: zakat,  dimana
pembahasanya  meliputi: defenisi zaka, macam-macam zakat,  sasaran zakat, dan
lembaga pengelolah zakat. Bagian  kedua  menjelaskan  mengenai: pajak yang
meliputi: defenisi pajak, bentuk-bentuk pajak, pajakdalam Islam.
Bab  III  Penyajian dan Analisis  Data. Dalam bab  ini,  data-data yang telah
terkumpul dianalisis dan disajikan guna menemukan jawaban dari rumusan masalah
yang sudah dikehendaki. Yaitu untuk menemukan jawaban mengenai zakat dan pajak
dalam perspektif sejarah.
Bab ini meliputi: Zakat dan pajak sebelum Islam, Zakat dan pajak di masa
Islam dan sejarah zakat dan pajak di Indonesia.
Bab IV adalah zakat dan pajak dalamkonteks kekinian. Dalam bab ini, akan
dijelaskan bagaimana zakat dan pajak di masa moderen ini.
. Bab  V  adalah Penutup. Bab  ini  adalah  bab  penutup,  maka  kandungan
yang dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran sebagai bentuk dari




TERMINOLOGI ZAKAT DAN PAJAK
A. Zakat
Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam.
Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seorang barulah sah
masuk kedalam barisan umat Islam dan di akui keislamannya.
Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang
bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian system
sosial-ekonomi Islam,  dan oleh karena itu dibahas dalam buku-buku tentang strategi
hukum dan ekonmi Islam.1
Di dalam perekonomian Islam terdapat dua persoalan penting yang perlu
sekali di pelajari dan dikaji sampai tuntas dari segenap segi. Yaitu dua pokok
persoalan yang saling kontradiksi, satu bersegi positif dan satu lagi bersegi negatif,
satu merupakan kewajiban bahkan rukun di antara lima rukun Islam sedangkan yang
satu lagi sesuatu yang haram bahkan salah satu diantara tujuh dosa yang sangat besar.
Pertama adalah zakat sedangkan yang kedua adalah riba. 2 Tetapi kali ini penulis
hanya membahas tentang zakat dan pajak di dalam skripsi ini.
1Yusuf Al-Qardhawi, op, cit., h. 3.
2Ibid, h. 5.
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1. Definisi  Zakat
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka
yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik3. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan
berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.
Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa,
adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan dalam  Quran dan
hadist. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu
lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang
memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim-zaka-saksi” berarti
hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.
Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”, disamping berarti
“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan
itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih
berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, demikian Nawawi mengutip
pendapat Wahidi.4 Sedangkan Hanabilah mengartikan zakat sebagai suatu hak yang
wajib terhadap harta tertentu untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu5.
Jadi, zakat diwajibkan bagi orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan
tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan salah
satu rukun terpenting. Zakat dan salat dalam al-Quran dan Hadist dijadikan sebagai
lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya
3Mu’jam Wasith, jus 1. H, 398
4Yusuf al-Qardawi, op, cit., h. 34
5H. Husni M. Saleh, Fiqh Ibadah, Menjawab Problem Umat Berdasar Empat Imam Mazhab,
(Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2012), h. 175
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hubungan seseorang secara Vertikal dengan Tuhannya, Sedangkan zakat adalah
lambang harmonisnya hubungan antar manusia. Oleh karena itu, Zakat dan shalat
merupakan pilar-pilar esensial berdirinya bangunan Islam.6
Seorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa
dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan
membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang
berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit denki, irih hati terhadap
orang yang mempunyai harta.
Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya
berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta
yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu
berkembang karena mendapatkan mufrida Allah dan berkat panjatan do’a dari fakir
miskim, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil
zakat itu. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit denki dan iri hati
dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan
tumbuh7.
Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang Islam karena
merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah
harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi Muslim
yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak
setelah mencapai nishab dan haul dengan satu tujuan  sosial sebagai salah satu
alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat.
6Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Moderitas ( Malang, UIN Malang Press, 2007), h. 17.
7M. Ali. Hasan, Masail fiqhiyah (zakat,pajak asuransi dan lembaga keuangan), (Jakarta, raja
grafindo persada, 1996), h. 1.
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Sebagaimana keempat rukun Islam yang lain ajaran zakat menyimpan
beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat publik, vertikal. horizontal,
serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan
kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.
2. Macam-macam Zakat
Zakat dibagi atas dua macam, yaitu zakat harta (maal) dan zakat badan
(fitrah) berikut ini adalah penjelasan dari kedua macam zakat tersebut:
a. Zakat Harta (maal)
Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali
sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya, sedangkan
menurut syar’a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat
digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). sesuatu dapat disebut dengan
harta (maal) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
1) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil,
ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak.
b. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati
1) Milik Penuh (Al-milkuttam)
Yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan
dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses
pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian
negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut
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diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib,
sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan
kepada yang berhak atau ahli warisnya.
2) Berkembang
Yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau
mempunyai potensi untuk berkembang.
3) Cukup Nishab
Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan
syara’. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat
4) Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Al-hajatul Al-Ashliyah)
Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan
keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya
apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup
layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum
(KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan.
5) Bebas Dari hutang
Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus
dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta
tersebut terbebas dari zakat.
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6) Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)
Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun.
Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang
hasil pertanian, buah-buahan dan barang temuan (rikaz) tidak ada syarat haul.8
Di dalam al-Quran sebenarnya tidak secara jelas dan tergas dinyatakan harta
yang wajib di keluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih
lanjut mengenai harta yang wajib di zakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.9
Di dalam al-Quran, hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta
kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti:












“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya
8Hasan Rifa’i, Al Faridi, ,Panduan Zakat Praktis, Dompet Dhuafa Republika,(Jakarta,  1996),
h. 7
9 Ibid., h. 25
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pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih”10 (At-Taubah/9:34)















“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).
makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada
fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebihan.11
c. Binatang ternak, mengenai binatang ternak ini telah ditentukan jenisnya oleh
rasulullah dan sepeninggal beliau oleh para sahabat.
d. Harta dagang, harta dagang maksudnya harta yang diperdagankan.
10 Departemen Agama RI., op.cit., h. 256.
11Ibid., h. 197.
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Dalam hal ini ibni Hazm berpendapat, bahwa harta dagang itu tidak wajib
dikelurkan zakatnya sebab, tidak ada nash (sunnah) yang datang dari rasulullah,
tentang kewajiban zakat atas kekayaan jenis ini. Sedangkan hukum wajib zakat harta
dagang berdasarkan pendapat para sahabat. Akan tetapi, jumhur ulama fiqh
mewajibkan zakat atas harta dagang. Mereka yakin, bahwa para sahabat tidak
bertindak gegabah dalam menetapkan suatu hukum seperti Abu Bakar, Umar, Ali bin
Abu Thalib, Said bin Tsabid, Mu’az bin Jabal, Abdullah bin Mas’ud.













“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari
hasil hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan
dari bumi untukmu.” 12










“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu
membersihkan dan menyucikan mereka… (at-Taubah/9:103)13
Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat, bahwa jenis kekayaan yang
tidak ada atau tidak pernah diperbuat oleh nabi, tidak di keluarkan zakatnya.
Sedangkan pendapat ulama-ulama yang menyatakan, bahwa jenis kekayaan ( harta)
apapun yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, asal telah telah memenuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut agam Islam.14
c. Harta (maal) yang Wajib di Zakati Menurut Pendapat Ulama
Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah
sebagai berikut:
1) Binatang Ternak
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil
(kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
2) Emas Dan Perak
Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok,
juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang
berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang
13Ibid., h. 273.
14Hasan Rifa’i, Al Faridi. op. cit., h. 27
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(potensial) berkembang. Oleh karena syara’ mewajibkan zakat atas keduanya, baik
berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.
Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku
pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan
uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk
kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat
disetarakan dengan emas dan perak.
Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan,
tanah. Yang melebihi keperluan menurut syara’ atau dibeli/dibangun dengan tujuan
menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau
lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat
atas barang-barang tersebut.
3) Harta Perniagaan
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan
dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan,
perhiasan. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti
CV, PT, Koperasi.
4) Hasil Pertanian
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai
ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias,
rumput-rumputan, dedaunan, dll.
5) Ma-din dan Kekayaan Laut
Hasil tambang (Ma’din) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut
bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer,
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giok, minyak bumi, batu-bara. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi
dari laut seperti mutiara, ambar, marjan.
6) Harta karun (Rikaz)
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan
harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang
mengaku sebagai pemiliknya.15
d. Zakat Badan (Fitrah)
Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur
(berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat
fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan
ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan
yang tak ada gunanya, untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin dan
mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa status sosial orang dalam
masyarakat tidak sama, ada yang hidupnya senang dan bahkan adah yang hidupnya
dalam kemewahan, dan ada pula yang hiodupnya sederhana dan berkecukupan dan
ada yang hidupnya melarat menderita. Zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi
kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang hidupnya serba kekurangan tersebut,
setidaknya mereka dapat bersuka ria saat hari raya tiba dan melupakan penderitaan
selama ini. Bagi yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut diharapkan dapat
membersihkan pribadi yang berlumur dan bergelimang dengan dosa. Bahwa




Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari sifat zakat lainnya karena itu ia
merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada
harta. Oleh karena itu tidak disyaratkan pada zakat fitrah apa yang disyaratkan pada
zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada
tempatnya.16
Karena itu zakat fitrah sebenarnya lebih banyak merupakan peringatan
simbolik tentang kewajiban atas anggota masyarakat untuk berbagi kebahagiaan
dengan kaum yang kurang beruntung, yang terdiri dari para fakir miskin. Dari segi
jumlah dan jenis materialnya sendiri, zakat fitrah mungkinlah tidak begitu berarti,
tetapi, sama dengan ibada kurban, yang lebih asasi dalam zakat fitrah ialah maknanya
sebagai lambing solidaritas sosial dan rasa prikemanusiaan. Dengan kata lain, zakat
fitrah adalah adalah lambang tanggung jawab kemasyarakatan kita yang merupakan
salah satu hasil pendidikan ibadah puasa, dan kita menginfestasikan secara spontan.17
Zakat fitrah oleh Rasullulah SAW disebut dengan zakat, karenanya termasuk
dalam perintah Allah dan karena sabda Rasullah SAW faradh, biasanya dalam istilah
syara’ dipergunakan untuk makna tersebut. Dan diantara alasan yang memperkuat
bahwa faradha dan sama adalah disertainya kata-kata fardha dengan A’la yang
biasanya menunjukkan pada hal yang wajib pula, dalam hadist tersebut dinyatakan:
ala kulli kunin wabdin, sebagaimana pula riwayat sahih menyatakan zahirnya Amar
menunjukkan kepada wajib.
3. Sasaran Zakat (Golongan Penerima Zakat)
16Yusuf Al-Qardhawi, op, cit., h. 920
17 Nurcholist madjid dkk, kontekstualisasi Dotrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta, yasyasan
paradina, 1994),. h. 402
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Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para wajib zakat
(muzaki) dan dermawan akan di bagikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya.
Jika melihat dari sejarah rasullulah SAW, banyak orang yang serakah tidak
dapat menahan keserakahannya ingin memiliki harta zakat tersebut, oleh sebab itu
turunlah ayat yang menyingkap sifat-sifat orang munafik dan serakah itu, Allah

















“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan
RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan
memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya,
Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,"
(tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat
itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
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dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.18
Setelah turun ayat tersebut, maka jelaslah orang-orang yang berhak menerima
zakat sesuai dengan ayat 60 dalam surat At-Taubah tersebut, berikut adalah 8
golongan yang berhak menerima zakat tersebut:
a. Fakir dan Miskin
Penyaluaran yang pertama yaitu kepada fakir dan miskin dalam uaraian ini
disatukan dalam satu kelompok. Penjelasannya ialah bahwa mengenai fakir dan
miskin terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.19
b. Amil zakat
Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat
untuk memngumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada yang berhak
menerimanya
c. Budak belian
Budak belian adalah para budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya
akan dimerdekakan bila membayar sejumlah harta kepada tuannya tersebut, dan tak
mampu membayar maka ia dapat mendapat bagian dari zakat untuk membantu
memerdekakanya.
d. Orang yang berutang
kelompok ini dibagi atas dua sebab yaitu, orang yang berutang karena dirinya
sendiri dan orang yang berutang dikarenakan kemaslahatan umat, seperti
pembangunan masjid,sekolah, klinik, dan sebagainya, demikian pendapat imam
malik, syafi’I dan Ahmad.
18Departemen Agama RI., op.cit., h. 264.
19M. Ali Hasan, op. cit., h. 93
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e. Ibnu sabil
Ibnu sabil adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal serta
terpisah dari hartanya. Seperti kaum pengunsi dan terpaksa harus meninggalakan
hartanya dan tidak bisa mengambil hartanya.
f. Fisabilillah
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang
dijalan Allah dan tidak dberikan gajio atau tak memiliki gaji tetap dari markas
komandonya, ia berperang dikarenakan kepentingan orang banyak.
g. Muallaf
Muallaf yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imamnya masih lemah.
Orang kafir juga bisa digolongkan dalam golongan muallaf dengan dua alasan, yaitu
menghindarkan dari keburukannya dan mengharapkan kebaikannya.20
4. Lembaga Pengelolah Zakat
Dasar hukum berdirinya lembaga zakat di Negara kita ini ialah undang-
undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama No.
581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 dan
keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291
tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
Pengelolaan zakat sebagaimana ketentuan pasal (1) ayat (1) undang-undang
No. 38 tahun 1999 didefenisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
20H. Husni M Saleh, MA, Fiqh Ibadah (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2012). h. 225
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pelaksanaan dan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
Organisasi pengelolah zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga,
yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Berikut penjelasan atas kedua
lembaga tersebut.
a. Badan Amil Zakat
Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang
bertugas untuk mengelolah zakat. BAZ memiliki struktur dari pusat hinga kecamatan
BAZ ditingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdiri
berdasar surat jkeputusan presiden Indonesia nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari
2001. Sedang BAZ di tingkat propinsi dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah
(BAZDA) Tk I/BAZDA Propinsi. Lembaga ini berdiri di setiap propinsi di seluruh
Indonesia. Untuk mengoktimalkan kinerja BAZ, dibentuklah dibentuklah BAZ di
tingkat Kabupaten atau Kotamadya yang disebut BAZDA Tk. II/BAZDA
Kabupaten/Kota. Jarang yang memiliki jaringan hingga kecamatan. Namun struktur
BAZ dapat sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ Kecamatan. 21
Meskipun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun proses pembentukan
sampai kepengurusannya harus melibatkan unsure masyarakat. Dengan demikian,
masyarakat luas dapat menjadi pengelolah BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi
syarat sebagaimana tertuang dalam pasal (6) Undang-undang tahun 1999.
Program kerja BAZNAS yang sudah dapat dilihat saat ini adalah program
bantuan kemanusiaan terdiri dari bantuan evakuasi korban, pelayanan kesehatan
gawat darurat, bantuan pangan dan sandang, sedangkan program kesehatan yang telah
digarap antara lain jaminan kesehatan masyarakat prasjahtera, unit kesehatan keliling
21 Sudirman MA, op. cit., ,h. 98
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dan penyuluhan kesehatan makanan bergizi. Program pengembangan ekonomi umat
terdiri atas bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, dan
pendampingan/pembinaan usaha. Ada pun program dakwah masrayarakat, bina
dakwah masjid dan bina dakwah kampus/sekolah. Program peningkatan kualitas
sumber daya manusia yang dicanamkan terdiri atas beasiswa tunas bangsah,
pendidikan alternatif terpadu, pendidikan keterampilan siap guna, bantuan guru dan
sarana pendidikan dan program terpadu masyarakat mandiri.
b. Lembaga Amil Zakat
Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolah zakat yang
dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. BAZ dan
LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat. Hanya Laz yang telah
dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai
pengurang penghasilan kena pajak dari muzaki yang membayarkan dananya. Bentuk
badan hukum LAZ adalah yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan
badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk
memupuk laba.22
Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, pengukuhannya dapat ditinjau ulang
bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan
dengan memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali. Bila terlah tiga kali
22Ibid., h. 101
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diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan
pengukuhan.
Salah satu LAZ yang sukses adalah Dompet Dhuafa Republika. Dompet
Dhuafa Republika adalah lebaga nirlaba yang berhikmat mengangkat harkat sosial
kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Zakat, Imfak Sedekah (ZIS). Organisasi ini
lahir dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berintraksi dengan
masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah peduli
dengan kaum dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S.
Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independent
Dompet Dhuafa Republika.
B. Pajak
Dalam suatu Negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa
setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salahsatunya
bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala
sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tampa adanya masyrakat, tidak
mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksuk adalah masyarakat hukum atau
Gemeinschaft. 23
1. Definisi Pajak
Pajak menurut definisi para ahli keuangan, ialah kewajiaban yang ditetapkan
terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan,
tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara. Dan hasilnya untuk membiayai
23Sony Devano. Perpajakan, konsep teori dan isu. (Jakarta, kencana, 2006).,h. 6
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pengeluaran pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian
tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh
Negara24.
Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg” yang berarti pungutan
teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi
sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan
pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan
adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam
M. Bahkrudin Effendi). 25
Prof. Dr.P. J. A. Andriani merumuskan pajak ialah iuran kepada Negara yang
dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang lansung dapat ditunjuk, dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan26.
Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. dalam dasar-dasar hukum pajak dan pajak
pendapatan merumuskan pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan
kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang lansung
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.27
25 Sony Devano, op, cit., h. 21
26Eko Laksmana, System Perpajakan Di Indonesia, (Jakarta prima kampus grafika, 1992)., h
19
27Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan (bandung, refika aditama,2004), h. 24
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Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik
kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak.
Antara lain:
a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus
didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul
beban pajak adalah rakyat, masalah tax base dan tax rate harus melalui persetujuan
rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut
dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang
dikenakan kewajiban perpajakan.
b. Pajak dapat dipaksakan
Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat
dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus
selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan
melaksanakan kewajikan perpajakannya .
Wewenang fiskus untuk memaksa juga dapat dalam bentuk penyitaan dan
pelelangan harta wajib (UU No. 19 Tahun 2000). Jika sampai pada batas waktu
tertentu berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, wajib pajak tidak
memenuhi kewajibannya, fiskus memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan.,
Sampai pada batas waktu pengumuman lelang wajib pajak yang disita hartanya tidak
memenuhi kewajibannya, maka harta tersebut dilakukan pelelangan untuk membayar
kewajiban perpajakan wajib pajak pada Negara.
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c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban,
mengusahakan kesejahtraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan
keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat
dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi yang harus
dilakukan pemerintah tersebut.
d. Tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara lansung
Wajib pajak tidak dapat mendapat secara lansung dengan apa yang telah
dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau
penghargaan atau keuntungan pada wajib pajak secara lansung. Apa yang telah
dibayarkannya oleh wajib pajak, kepada pemerintah digunakan keperluan umum
pemerintah.
e. berfungsi sebagai budgeter dan regulerend
Funsi anggaran (budgetair), pajak berfunsi untuk mengisi kas Negara atau
anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum
baik rutin maupun untuk pembangunan. Funsi regulerend adalah pajak berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan Negara dalam
bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Bentuk-bentuk Pajak
Berbagai bentuk pungutan di Indonesia baik pajak maupun pungutan lain
adalah sebagai berikut.
a). Pajak Negara (pajak pusat)
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Pajak Negara adalah pajak yang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah
pusat.
1) Pajak penghasilan
2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang
mewah.
3) Pajak bumi dan bangunan.
4) Bea materai.
5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
6) Penerimaan Negara yang berasal dari migas (pajak dan royalty)
b). Pajak daerah
Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah tampa kontraprestasi secara lansung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembanguanan daerah.
Pajak daerah tingkat I (propinsi)
1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan airpermukaan.
Pajak daerah tingkat II




4) Pajak penerangan jalan
5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C
6) Pajak pemanfaatan air bawah tanah  dan air permukaan
c). Retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian isin tertentu yang khusus disdeiakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dibagi menjadi.
1) Retribusi jasa umum.
2) Retribusi jasa usaha.
3) Retribusi perisinan tertentu.
d). Bea dan  Cukai
Bea  adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang
berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Bea dapat berupa bea masuk, bea keluar dan bea balik nama sedangkan
Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang
mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang, yaitu barang-
barang dalam pemakaiannya antara lain. Perlu dibatasi dan diawasi. Maka, atas
barang tersebut telah melekat hak-hak Negara. Cukai dikenakan terhadap etil alcohol
(etanol), minuman yang mengandung etil alcohol, dan hasil tembakau.28
3. Pajak Dalam Islam
Pendapatan utama Negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut
Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan
28Sony Devano, op, cit., h. 40
36




Klasifikasi seperti ini juga dikemukakan oleh  Ibnu Taimiyah dalam kitabnya
majmu’atul fatawah. Ibnu Taimiyah dalam mengklasifikasikan seluruh sumber
pendapatan Negara mempertimbangkan asal usul dari sumber pendapatan serta tujuan
pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar ganimah dan sedeqah, berada di
bawah nama Fay’i30.
Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj, adalah
mengikuti sifat keagamaan dari sumber-sumber pendapatan Negara tersebut.
melakukan klasifikasi seperti ini sangat penting, karena pendapatan dari setiap
kategori harus di pelihara secara terpisah dan tidak boleh dicampur sama sekali31.
Sumber-sumber pendapatan Negara dan jenis pengekuaran Negara telah di
tentukan oleh Allah Swt. Dan dicontohkan oleh Rasul Nya. Dengan demikian, Ulil
Amri tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan yang baru.
Adapun klasifikasi pajak menurut syariah adalah sebagai berikut:
1. ‘Ushr
Menurut ahli Fiqh ‘Ushr memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan
pertanian yang disirami oleh air hujan. Kedua yaitu, sepersepuluh diambil dari
pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang
29Abu Ubait, al-Anwal, h. 21 dalam Gusfahmi, S,E., M.A. Pajak Menurut Syariah., (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2011) h. 75
30Ibnu taimiyah, Majmu’atul fatawal, h. 296, Ibid.
31 Abu Yusuf, al-Kharaj, h. 80, Ibid.
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dagangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 dan












Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa














32Departemen Agama RI., op.cit., h. 45
38
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama
(rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan33 .(Qs.al-
An’am/141)
2. Fay’i
Fay’i berarti mengembalikan sesuatu, dalam terminology hukum Fay’i
merupakan seluruh harta yang didapat tampa jalur peperangan. Istilah Fay’i juga
disebit seluruh harta yang didapat dari musuh, baik harta bergerak maupun pajak
yang dikenakan untuk tanah tersebut.
3. Jizyah
Istilah jizyah berasal dari kata jaza’ yang berarti kompensasi, dalam
terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil
dari penduduk non-muslim (ahl al-dzimmah) yang ada di Negara Islam sebagai biaya













Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam
Keadaan tunduk34.
4. Kharaj
Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa, atau menyerahkan, dalam
terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana
para pengelolah wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam. Kharaj
dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. sebagaimana firman Allah





Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah





ZAKAT DAN PAJAK DALAM PERPEKTIF SEJARAH
A. Zakat dan Pajak Sebelum Islam
Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya syariat zakat biasa ditemukan pada
masa para Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Hal ini dapat secara jelas dilihat dari






“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah besertah orang-orang




















“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang
alim yahudi dan rahib nasrani benar-benar memakan harta orang-orang dengan
jalan yang batil dan mereka haling-halangi manusia dari jalan Allah SWT dan
orang dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta mereka
menghalang-halangi (manusia)dari jalan Allah SWT, maka beri tahukanlah dari
mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari
dipanaskan emas perak itu didalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya
dari mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)pada mereka:
“inilah harta bendamu, simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang






“Dan dia menjadikan seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan dia
memerintahkan kepadaku (mendirikan)shalat dan (menunaikan) zakat selama
aku hidup (Maryam) (19): 313
Keempat ayat yang menyinggung persoalan zakat di atas, jelas kitab (arah
pembicaraan) tidak ditujukan kepada umat Muhammad SAW, akan tetapi di
alamatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni generasi sebelum
Muhammad. Ayat pertama al-Baqarah (2):43, dialamatkan kepada bani Israel yang
suka menginkari nikmat Allah swt, menjual-belikan ayat-ayat Allah dengan harga
murah, menukar informasi yang haq dengan yang batil serta menyembunyikan
tentang keberadaan perintah zakat disamping perintah shalat. Ayat kedua dan ketiga,




ahbar) dan rahib-rahib Nasrani yang telah biasa memakan harta orang lain
(masyarakat) dengan cara yang batil, termasuk yang menyelewenkan dana zakat
terhadap penimbunan harta mereka yang berbentuk emas dan perak yang
menyebabkan mereka diancam siksa yang pedih di neraka jahannam. Sedangkan ayat
ke empat, Maryam (19):31, berisikan cerirta tentang perjalanan nabi Isa as. Allah swt
yang menjadikan seorang Nabi, yang selalu taat beribadah, shalat dan membayar
zakat sepanjang hayatnya.
Penjelasan tersebut diatas secara nyata mengindikasikan secara wujud
pensyariatan zakat kepada Nabi Allah terdahulu. Sayangnya umat mereka (para nabi
pra-Muhammad) mengingkari pensyariatan zakat tersebut, mereka enggan
mengeluarkan zakat karena dianggap akan mengurangi kekayaan yang mereka
kumpulkan dengan susah payah.4
Sebagai konsep keagamaan (kerohanian) bagi cita keadilan sosial yang
dimulai dari lapisannya yang paling bawah, yaitu rakyat jelata perlu ditegaskan disini
bahwa “zakat” bukanlah suatu yang khas pada agama Muhammad saw. Al-Quran










4Sudirman, MA, op. cit., h. 34.
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“Ia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan yang telah memberikan padaku kitab,
menjadikanku Nabi dan memberkatiku dimanapun aku berada serta
mewasiatkanku shalat dan zakat selagi umur masih ada, (maryam; 30-31).5
Kemanunggalan zakat dan shalat adalah niscaya, keduanya ibarat dua sisi
mata uang yang sama, yang pertama shalat , merupakan sisi keIslaman (kepasrahan)
pada Tuhan untuk dimensi “jati diri” manusia yang personal subyektif ke dalam dan
laten, sedang zakat adalah sisi keIslaman jati diri manusia kepada Tuhan pada
dimensinya yang sosial, objektif keluar dan manifest.
Sebagaimana diketahui Muhammad saw datang ketika umat manusia di
berbagai belahan bumi tengah menjadi bulan-bulanan para penguasanya. Tidak di
Barat yang berpusat di Romawi tidak di Timur berpusat di Parsi, sejarah kekuasaan
dalam kenyataannya adalah sejarah penindasan manusia atas manusia.
Mungkin karena kodratnya sebagai fenomena duniawi maka tema dasar setiap
penguasa adalah menyiasati rakyat agar bersedia mengabdi bagi kepentingan-
kepentingannya. Di manapun, di Barat maupuin di Timur, pemegang kekuasaan
cenderung mengklaim bahwa rakyat itu miliknya, yang boleh diperlakukan dengan
cara dan untuk tujuan apa saja yang ia suka.
Untuk memberikan legitimasi pada klaimnya, penguasa dimasa itu selalu
membangun mitos-mitos yang menerangkan seolah-seolah kekuasaan yang ada
diterima lansung dari Tuhan, lebih dari itu, beberapa diantara mereka malah mengaku
keturunan Tuhan (dewa) atau titisan lansung dari padanya. Kecuali para Nabi dan
segelintir orang yang memiliki kesadaran tinggi, kebanyakan manusia cenderung
menyerah begitu saja pada mitos-mitos dengan segala konsekuensinya.
5Ibid., h. 422
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Konsekuensi paling dasar tentu saja adalah budaya dan politis, dengan
serakahnya dengan segala loyalitas kepada pihak yang berkuasa, untuk siapa mitos-
mitos itu diciptakan. Semua titah, keinginan, serta kepentingan penguasa mereka
diterima sebagai sabda suci yang harus dituruti. Untuk ini cerita dongeng maupun
sejarah telah membuktikan bagaimana rakyat selaku budak kekuasaan (abdi dalem,
Jawa) senantiasa siap untuk membunuh dan dibunuh semata-mata demi kebesaran
pihak yang berkuasa. Menyusul konsekuensi politis yang simbolik adalah
konsekuensi ekonomis yang bersifat kongres. Kesetiaan rakyat kepada penguasa
belum dianggap nyata tanpa dibuktikan kesediaan menyisikan apa yang mereka
miliki bagi kepentingan penguasa itu sendiri. Dalam sejarah kekuasaan kerajaan raja-
raja di kepulauan Nusantara konsekuensi ekonomis itulah yang dikenal dengan
sebutan “upeti”.
Persoalan upeti dapat disandingkan dengan “sesaji” dari mana konsep upeti
itu berkembang. Seperti halnya upeti, sesaji juga merupakan suatu konsep yang
berangkat dari keyakinan bahwa segala sesuatu berpusat pada Tuhan atau dewa, yang
maha menentukan. Jika sesuatu, yang baik maupun yang buruk, berpangkal dari
Tuhan atau dewa, maka sesuatu juga harus diurus lansung dengan Tuhan atau dewa
itu, melalui cara-cara tertentu yang dikenal sebagai do’a. Pada mulanya Tuhan dan
do’a  merupakan dua perkara yang dipersepsi sebagai hal yang bersifat rohani semata
akan tetapi akibat pengkaratan dimana Tuhan atau dewa yang Rohani serta ghaib itu
telah dimaterialisasi, demikian pula halnya dengan do’a. tidak lagi dihayati sebagai
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suatu momen Rohani melainkan sudah ditranformasikan dalam wujud materi (seperti
hewan, makanan, bunga-bungaan, pakaian) yang disebut sesaji6.
Upeti ataupun sesaji di masa modern kini kita kenal dengan istilah pajak,
tetapi upeti atau pajak di masa sekarang lebih baik bila dibandingkan pada masa yang
lampau yang diperuntukkan untuk kepentingan penguasa dan keluarganya. Dalam
konsep seperti ini pajak yang diambil dari darah dan keringat rakyat, sepenuhnya
adalah milik penguasa yang tak dapat diganggu gugat , hendak digunakan untuk apa,
buat kepentingan siapa, dan dengan cara yang bagaimana sepenuhnya terserah pada
penguasa.
Adalah dalam konteks sejarah yang demikian ini Muhammad saw, diutus
Tuhan untuk mentranformasikan kehidupan berdasarkan perinsip prinsip kerohanian
yang sejati. Kehidupan ketika itu di ibaratkan sebagai “badan” yang telah kehilangan
“ruhnya”, badan yang telah menjadi bangkai. Maka kedatangan kembali (sejarah)
Islam bukanlah untuk mengawetkan bangkai itu , atau membikin “badan” lain yang
pada suatu saat bisa mengalami proses pembusukan yang sama. Melainkan,
kedatangannya itu adalah untu merasuki “badan” yang ada dalam seluruh bagian-
bagiannya agar bisa hidup kembali dan berkembang sesuai dengan fase-fase
pertumbuhannya.7
B. Zakat Dan Pajak Di Masa Islam
6Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam (Jakarta; Pusaka
Firdaus 1991), h. 102.
7Ibid, h.,109
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Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan Fakir miskin tidak
dapat diperbandinkan dengan agama Samawi dan aturan ciptaan manusia manapun,
baik dari segi pengarahan maupun segi pengaturan dan penerapan.
Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan
dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya
baru menyinsing di kota Makkah saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup
tertekan. Dikejar-kejar, belum mempunyai Pemerintah dan Organisasi politik, sudah
mempunyai kitab suci yang memberikan perhatian penuh terhadap masalah sosial
penanggulangan kemiskinan tersebut. Adakalanya merumuskan dengan kata-kata
“memberi makan dan mengajak memberi makan oran-orang miskin. ada kalanya
dengan rumusan mengeluarkan sebagian reski yang diberikan Allah, memberikan hak
orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan, membayar zakat,
dan rumusan-rumusan lainnya.8
1. Zakat dan Pajak Di Masa Nabi Muhammad saw ( 507-632 M )
Selama menjalankan tugasnya sebagai rasul, Muhammad saw senantiasa
mendapatkan bimbingan dari Allah swt berupa wahyu guna menuntun umatnya
kejalan yang benar. Rangkaian tuntunan Allah swt itu terjalin dalam suatu kesatuan
yang disebut al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa al-Quran adalah wahyu Allah
yang disampaikan kepada Rasulullah saw melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah
firman Allah, baik redaksional maupun idealnya, baik form maupun subtansinya. Hal
ini dapat dilihat dari dua segi waktu yaitu dari segi teologis ayat-ayat al-Quran itu
sendiri, dari segi scientific arti dari uraian-uraian yang terkandung dari sebagian-
sebagian ayat-ayat al-Quran, walaupun al-Quran bukan suatu buku ilmiah yang
8Yusuf al-qardawi, op. cit., h. 50.
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menerangkan secara terperinci tentang hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial.
Namun di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memberikan kepada manusia untuk
mengkaji alam dan masyarakat.9
Quran adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama.
Oleh sebab itu Quran hanya mengandung asas-asas dan prinsip umum tentang suatu
masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabilah
terdapat hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan.
Dalam hal ini sunnah merupakan interprestasi lisan dan pelaksanaan konkrit
apa yang dinyatakan Quran itu, dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat
ketentuan bahwa zakat itu adil dan itu sudah ditegaskannya sejak saman zaman
Makkah. Kita temukan misalnya Jafar bin Abu Talib yang batas nama orang-orang
Islam yang berhijrah ke Ethiopia waktu itu menjelaskan kepada raja negri itu tentang
Nabi Muhammad saw. “ia menyuruh kami mengerjakan shalat, zakat dan puasa”.
Tetapi yang dimaksud adalah shalat, puasa, dan zakat itu saja bukan shalat
lima waktu, puasa ramadhan, dan zakat yang sudah ditentukan nishab dan waktu
wajibnya, oleh karena ketentuan-ketentuan tentang hal itu belumlah diturunkan.
Tetapi pada priode Madinah, campur tangan dalam persoalan zakat wajib itu sangat
dibutuhkan supaya jelas berapa nishab, besar, dan syarat-syaratnya dan supaya jelas
pula kedudukan, perintah menjalankannya, larangan tidak melaksanakan, serta
bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkrit.
Sunnah kemudian menjelaskan kekayaan-kekayaan apa saja yang terkena
zakat, berapa nisabnya dan berapa besar yang harus dizakatkannya, disamping
9Husni M Saleh, Sejarah Kebudayaan dan Peradaban Islam (Surabaya; Taruna Media Pusaka,
2011), h. 30.
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menerankan sejelas-jelasnya dan orang-orang dan sasaran penerima zakat itu, yang
termaksud dalam ayat “sedekah-sedekah itu adalah untuk.” Kita sudah mengetahui
bahwa zakat tidak terikat diwajibkan di Makkah sesuai dengan pendapat-pendapat
ulama yang lebih kuat dan sesuai dengan kanduangan ayat-ayat Quran dan Hadist-
hadist Rasul. Sudah kita ketahui pula bahwa ayat-ayat yang turun di Madinah
mempertegas kewajiban zakat itu dan memperjelas hukum-hukumnya, sedangkan
sunnah bertindak menjelaskan kurang yang masih samar sertah menegaskan nishab,
besar, dan jumlah zakat itu. Lalu dengan demikian kapankah penegasan itu datan
dalam priode madinah tersebut, atau dengan kalimat lain, tahun berapakah zakat yang
sudah tegas itu diwajibkan.
Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun 2 H
ada yang mengatakan sebelum puasa rhamadan diwajibkan misalnya Nawawi dalam
bab As-sair dalam kitam Ar-raudha. Tetapi Ahmad, Ibnu Khusaimah’nasa’i, Ibnu
Maja, dan Hakim tidak setuju diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk berzakat
fitrah sebelum zakat diwajibkan, setelah itu barulah syariat zakat itu turun. Ibnu Hajar
berkata, “hadist itu sanadnya shahih”, yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu
diwajibkan sebelum zakat, yang berarti sebelum puasa ramadhan diwajibkan. Dan
mereka sependapat bahwa puasa ramadhan itu diwajibkan setelah nabi hijrah, oleh
karena ayat yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib turun di Madinah, tanpa
perselisihan pendapat tentang itu.
Ibnu Asir menegaskan dalam biografinya bahwa zakat diwajibkan pada tahun
9 H. sebagian ulama menguatkan pendapatnya itu dengan pristiwa panjang sa’labah
bin hatib, “setelah ayat tentang zakat itu turun, nabi mengirim seorang petugas (amil)
untuk memungutnya.” Menurut Asir hal itu adalah jizyah atau semacam jizyah,
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sedankan jizyah itu baru diwajibkan pada tahun kesembilan, yang berarti zakat
diwajibkan pada tahun kesembilan itu. tetapi Bath al-Bari menegaskan bahwa hadist
itu lemah dan tidak bisa dijadikan pegangan. Ibnu Hajar dari Anas dalam peristiwa
Dimam bin Sa’laba, (yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim) yang
datang bertanya pada nabi dan mendapat kehormatan kali pertanya dibenarkan oleh
beliau sebagian alasan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. diantara
pertanyaanya “betulkah Allah memerintahkan engkau memungut zakat dari orang-
orang kaya kemudian membagi-bagikannya orang miskin” Nabi menjawab, “betul”
tetapi peristiwa dimam ini terjadi pada tahun 5 H, sedangkan yang terjadi pada tahun
9 H adalah pengiriman para amil untuk memungut zakat itu, yang berarti bahwa zakat
diwajibkan lebih dahulu dari peristiwa itu.10
Dalam beberapa hadist rasullah mengancam orang-orang yang tidak
membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya hati yang lalai tersentak
dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian
dan mempertakut-takuti beliau menggirin manusia agar secera sukarela melaksanakan
kewajiban zakat tersebut, tetapi bila tidak juga mempan, digiringlah ia secara paksa
dengan cambuk hukum dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya
tersebut.
Berbeda halnya dengan periode Makkah, Islam menjadi kekuatan politik pada
periode Madinah. Dalam jangka waktu yang relatif singkat Nabi Muhammad saw.
telah menjadi pemimpin bangsa Madinah. Dengan demikian, pada periode Madinah,
Nabi Muhammad saw. di samping menjadi pemimpin agama juga menjadi kepala
sebuah negara.
10Yusuf al-Qardawi, op, cit, h .72
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Setelah diangkat menjadi kepala Negara, Rasulullah saw. segera melakukan
perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat Madinah. Hal utama yang
dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik
dilingkungan keluarga, masyarakat, institusi maupun pemerintahan yang sesuai
dengan prinsip Islami. Seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan
nilai-nilai Qur`ani, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan. Oleh
karena itu, Rasulullah saw. menggunakan stategi dengan melakukan langkah-
langkah; membangun Masjid, merehabilitasi kaum Muhajirin, membuat konstitusi
negara dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Negara.
Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara, Madinah
hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas
negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Rasulullah
saw sendiri adalah sebagai kepala negara yang juga merangkap sebagai ketua
Mahkamah Agung, Mufti besar, Panglima Perang Tertinggi, serta penanggung jawab
seluruh administrasi negara. beliau tidak menerima gaji dari negara atau masyarakat,
kecuali hadiah-hadiah kecil yang pada umumnya berupa bahan makanan. Majelis
Syura terdiri dari para sahabat sahabat terkemuka yang sebagian dari mereka
bertanggung jawab mencatat wahyu.
Sebagai tahap awal, dalam rangka meningkatkan pendapatan ( aggregate
demand) masyarakat muslim Madinah, Rasulullah saw. melakukan kebijakan, dengan
mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, sehingga dapat menyebabkan terjadinya
distribusi pendapatan keduanya yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total
Madinah. Membuka lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin dengan
mengimplementasikan akad Muzarara`ah, Musaqat dan Mudharabah. Melakukan
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pembagian harta rampasan perang yang 80 % diantaranya dibagikan kepada para
Mujahidin. Menerapkan kebijakan pajak seperti Kharaj, Khumus, dan zakat sebagai
pendapatan negara.
Pada tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan tahun 623 M. Allah mewajibkan
kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan sebesar 1
Sha` kurma, tepung, keju lembut atau setengah Sha` gandum. Setelah kondisi
perekonomian kaum muslimin mulai stabil, selanjutnya Allah mewajibkan zakat
Maal pada tahun kesembilan Hijriyah. Namun demikian banyak ahli hadis yang
cenderung berpendapat bahwa zakat mal, diwajibkan sebelum tahun kesembilan
hijriyah. Dalam hal ini Maulana Abul Hasan menyatakan zakat mal diwajibkan pada
tahun kelima hijriyah. Atas dasar perintah Allah ini, Rasulullah saw membuat
peraturan zakat yang meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang yang
dikenakan zakat, batas bebas zakat dan tingkat presentasi zakat untuk setiap barang
yang berbeda-beda.
Zakat mempunyai kedudukan penting dalam struktur ekonomi-keagamaan,
dari mekanisme keuangan Islam. Zakat mendapatkan perhatian dari hadis-hadis Nabi
Muhammad saw. dibanding dengan sumber-sumber pendapatan lainnya yang ada
dalam Islam. Zakat dan Ushr (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) merupakan
pendapatan yang paling utama dan penting pada masa kepemimpinan Rasulullah saw.
Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diberlakukan sama seperti pajak. Zakat
dan Ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu rukun Islam.
Pengeluarannya tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara.
Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw kepada Muadz:
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 َﺔﱠﻴَﻣُأ ُﻦْﺑ ُﻞﻴِﻋَﺎْﲰِإ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِءَﻼَﻌْﻟا ُﻦْﺑ ُﻞْﻀَﻔْﻟا ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِدَﻮْﺳَْﻷا ِﰊَأ ُﻦْﺑ ِﱠ ا ُﺪْﺒَﻋ ِﲏَﺛ ﱠﺪَﺣ و ِﺪﱠﻤَُﳏ ِﻦْﺑ َﲕَْﳛ ْﻦَﻋ
 ْﻌ َِﲰ ُلﻮُﻘَـﻳ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا َﱃْﻮَﻣ ٍﺪَﺒْﻌَﻣ َ َأ َﻊ َِﲰ ُﻪﱠﻧَأ ٍّﻲِﻔْﻴَﺻ ِﻦْﺑ ِﱠ ا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ َﺚَﻌَـﺑ ﺎﱠﻤَﻟ ُلﻮُﻘَـﻳ ٍسﺎﱠﺒَﻋ َﻦْﺑا ُﺖ
 َﻋ ُمَﺪْﻘَـﺗ َﻚﱠﻧِإ ُﻪَﻟ َلَﺎﻗ ِﻦَﻤَﻴْﻟا ِﻞْﻫَأ ِﻮَْﳓ َﱃِإ ٍﻞَﺒَﺟ َﻦْﺑ َذﺎَﻌُﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا ِﻞْﻫَأ ْﻦِﻣ ٍمْﻮَـﻗ ﻰَﻠ
 وُﺪ ِّﺣَﻮُـﻳ ْنَأ َﱃِإ ْﻢُﻫﻮُﻋْﺪَﺗ ﺎَﻣ َلﱠوَأ ْﻦُﻜَﻴْﻠَـﻓ ِبﺎَﺘِﻜْﻟا ْﺪَﻗ َﱠ ا ﱠنَأ ْﻢُْﻫِﱪْﺧََﺄﻓ َﻚِﻟَذ اﻮُﻓَﺮَﻋ اَذَِﺈﻓ َﱃﺎَﻌَـﺗ َﱠ ا ا
 َﻠَﻋ َضَﺮَـﺘْـﻓا َﱠ ا ﱠنَأ ْﻢُْﻫِﱪْﺧََﺄﻓ اْﻮﱠﻠَﺻ اَذَِﺈﻓ ْﻢِﻬِﺘَﻠ ْـَﻴﻟَو ْﻢِﻬِﻣْﻮَـﻳ ِﰲ ٍتاَﻮَﻠَﺻ َﺲَْﲬ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َضَﺮَـﻓ ِﰲ ًةﺎََﻛز ْﻢِﻬْﻴ
 ِّﻴِﻨَﻏ ْﻦِﻣ ُﺬَﺧْﺆُـﺗ ْﻢِِﳍاَﻮْﻣَأ ِسﺎﱠﻨﻟا ِلاَﻮْﻣَأ َِﻢﺋاَﺮَﻛ ﱠقَﻮَـﺗَو ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ْﺬُﺨَﻓ َﻚِﻟَﺬِﺑ اوﱡﺮَـﻗَأ اَذَِﺈﻓ ْﻢِِﻫﲑِﻘَﻓ ﻰَﻠَﻋ ﱡدَﺮُـﺘَـﻓ ْﻢِﻬ11
Artinya:
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berkata kepada
Muadz ketika beliau mengirimnya ke Yaman sebagai petugas zakat,
“Katakanlah kepada mereka ( penduduk Yaman) bahwa Allah telah
mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang
kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara
mereka”.
Dengan demikian, pemerintah pusat hanya berhak menerima keuntungan
apabila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan kepada orang yang tidak
berhak.
Pada masa Rasulullah saw, zakat ditetapkan atas kekayaan-kekayaan yang
memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak), atau dapat
menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang-
barang dagangan, dan luqathah, harta yang ditinggalkan musuh dan barang temuan.
Semuanya dikenakan zakat ketika sudah mencapai nishabnya, dan mencapai satu
tahun kecuali pertaniaan, dikenakan zakat ketika panen.
11Al-Bukhariy, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin al-Bardizbat. Shahih
Bukhari. Jilid VIII, Semarang, Maktabah Toha Putra, 1992, h. 163.
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Pada masa pemerintahannya, Rasulullah saw menerapkan jizyah, yakni pajak
yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai
jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta
pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk
setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak,
pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita
penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.
Disamping itu, Rasulullah saw juga menerapkan sistem Kharaj, yaitu pajak
tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan,
tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak
untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia
memberikan separo hasil produksinya kepada negara. Rasulullah saw mengirim
orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah
mengurangi sepertiga sebagai konpensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran,
dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan
setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembanganya, kharaj menjadi sumber
pemasukan bagi Negara.
Ibrahin Husein menilai bahwa tradisi pajak itu terus bergulir hingga
pemerintahan Arab pra-Islam, setelah Islam datang, banyak bentuk pajak yang
dihilangkan dan adapula yang tetap dipertahankan, banyak bentuk pajak yang
eksistensinya di akui dan dibenarkan, yakni pajak harta (zakat), jizyah, adalah jenis
pajak yang diperuntukkan untuk orang kafir dzimmi, yaitu orang kafir yang meminta
perlindungan kepada pemerintahan Islam dengan perjanjian untuk mematuhi
peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah itu. Jizyah dianggap sebagai
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imabalan atas jaminan perlindungan keselamatan jiwa, dan pajak yang ketiga adalah
usyur yakni pajak perdagangan yang berkaitan dengan aktifitas mengirim atau
memasukkan barang dari luar negeri (ekspor-import).12
2. Zakat dan Pajak pada Masa Khulafau Rasyidin ( Sahabat Rasulullah)
a. Khalifah Abu Bakar Al-Shidiq ( 632 – 634 M )
Setelah Rasulullah saw wafat, Abu Bakar al-Shidiq yang bernama lengkap
Abdullah bin Abu Quhafah at-Tamimi terpilih sebagai kepala negara kaum muslimin.
Pada masa pemerintahannya yang hanya dua tahun, Abu Bakar banyak menghadapi
persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, Nabi palsu dan
pembangkang zakat. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi
Muhammad saw, dengan sendirinya batal setelah Nabi Muhammad saw wafat.
Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain. Beliau memutuskan
untuk memerangi mereka melalui peperangan yang dikenal dengan perang Riddah (
perang melawan kemurtadan).
Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khalifah Abu Bakar
al-Shidiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikan
oleh Rasulullah saw. Beliau sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat,
sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Dalam hal ini, Abu
Bakar pernah berkata pada Anas,
“Jika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat berupa seekor
unta betina berumur 1 tahun tetapi dia tidak mempunyainya lalu, menawarkan
seekor unta betina berumur 2 tahun…petugas zakat akan mengembalikan
12Sudirman, MA, op, cit, h. 106
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kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau 2 ekor domba sebagai
kelebihan dari pembayaran zakatnya.”13
Dalam mendistribusikan harta Bait al-Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan
prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat
Rasulullah saw dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu
masuk Islam dengan sahabat yang kemudian masuk Islam, hamba sahaya dengan
orang merdeka, dan pria dengan wanita. Harta Baitu al-Mal langsung didistribusikan,
jadi tidak pernah menumpuk harta yang ada di Bait al-Mal.14
b. Khalifah Umar bin Khattab ( 634 – 644 M )
Berdasarkan hasil musyawarah, Umar bin Khattab ditunjuk menggantikan
Abu Bakar sebagai khalifah Islam kedua, keputusan itu diterima dengan baik oleh
para kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya, banyak sekali melakukan ekspansi
hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi ( Syria,
Palestina dan Mesir), serta sebagian wilayah Persia, termasuk Irak. Kemudian Umar
mengatur administrasi negara dengan mengatur pemerintahan menjadi delapan
wilayah propinsi : Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan
Mesir,. Beliau juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.
Pada masa khalifah Umar, Bait al-Mal semakin dikembangkan fungsinya
sehingga menjadi lembaga yang regular dan permanent, dengan dilengkapi sistem
administrasi yang tertata baik dan rapi. Dalam pendistribusiannya, kahlifah Umar
mengeluarkannya secara bertahab sesuai dengan kebuTuhan. Pada tahun yang sama,




bangunan lembaga Bait al-Mal pertama kali didirikan di Madinah sebagi pusatnya,
dan kemudian diikuti cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Khalifah Umar
menunjuk Abdullah bin Irqam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid
al-Qari dan Muqayyab sebagai wakilnya.
Dalam pendistribusian harta Bait al-Mal, pejabat tidak mempunyai wewenang
dalam membuat keputusan terhadap harta yang berupa zakat dan ushr, kekayaan
negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dan harus dibelanjakan
sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran. Dan pejabat eksekutif tidak boleh ikut
campur dalam pengelolaan harta Bait al-Mal.
Pada masa khalifah Umar, mengintruksikan kepada gubernur agar menarik
zakat dari satu kuda yang berniali 20.000 sebesar satu dinar dan didistribusukan
kepada fakir miskin serta budak-budak.
Paska penaklukan Syria, Sawad (Irak) dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal
meningkat secara subtansial, kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari
Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj, khalifah Umar sangat teliti dan
memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan
penyewa. Khalifah Umar menentukan jizyah senantiasa melihat situasi dan kondisi
daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir, ditentukan 4 dinar
bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalangan menengah, dan 1 dinar bagi orang miskin yang
mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk memberi makan
kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar jizyah sebesar
48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi
orang miskin yang berpenghasilan.
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Beliau mewajibkan zakat Mudha`af kepada orang Nasrani suku Taghrib
ketika menolak membayar jizyah, karena mereka hanya petani dan peternak yang
tidak mempunyai harta.Kharaj dan jizyah disimpan dalam Bait al-Mal, dan digunakan
untuk kemaslahatan kaum muslimin dan jihad fisabilillah.15
c. Khalifah Utsman bin Affan ( 644 – 656 M )
Khalifah Utsman bin Affan dipilih sebagai pengganti dari khalifah Umar oleh
tim enam bentukan dari khalifah Umar, setelah bersaing ketat dengan sahabat Ali bin
Abi Tholib. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Pada enam tahun
pertama, khalifah Utsman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan
khalifah Umar. Beliau mengembangkan sumber daya alam, pembuatan saluran air,
pembangunan jalan, dan membentuk organisasi kepolisian secara permanen untuk
mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman juga membentuk armada laut
kaum muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga mampu membangun
supremasi kelautan di wilayah Mediterania, walaupun dengan mengeluarkan
anggaran yang sangat besar. Laodicea dan wilayah semenanjung Syria, Tripoli, Barca
di Afrika menjadi pelabuhan pertama Negara Islam.
Dalam pengelolaan zakat, khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan
menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini
dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam
pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Dan
harta dikenakan zakat setelah dipotong seluruh hutang-hutang yang bersangkutan,
beliau juga mengurangi zakat dari pensiun. Beliau meningkatkan dana pension
15 Ibid., h. 14
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sebesar 100 dirham. Beliau juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan
di masjid untuk para fakir miskin.
Khalifah Utsman membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan
pergantian gubernur, untuk menutupi kebuTuhan dana negara. Hasilnya, ada
peningkatan pemasukan dari kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat dua
kali lipat dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar, setelah dilakukan pergantian gubernur
dari Amr kepada Abdullah bin Said.
Khalifah Utsman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara
kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara
memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika di
bandingkan pada masa khalifah umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.
d. Khalifah Ali bin Abi Thalib ( 656 – 661 M )
Kalifah Ali bin Abi Tahlib diangkat oleh segenap kaum muslimin. Beliau
langsung megambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang
korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada penduduk
dengan menyerahkan hasilnya kepada negara, dan memakai kembali system distribusi
pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan khalifah
Umar.
Masa pemerintahan khalifah Ali hanya berlangsung enam tahun.
Pemerintahannya selalu diwarnai dengan suhu politik yang tidak stabil. Beliau harus
menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Awwam, dan Aisyah yang menuntut
atas kematian Utsman bin Affan. Kebijakannya yang tegas menimbulkan permusuhan
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dengan gubernur Damaskus Muawiyah, yang didukung oleh pejabat yang merasa
kehilangan kedudukan dan kejayaan.
Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000
dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah memungut zakat terhadap
sayuran segar yang akan diadakan sebagai bumbu masakan.
Khalifah Ali, menolak pendapat Khalifah Umar dalam pendistribusian Bait al-
Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh pendapatannya, tetapi menyimpan
sebagai cadangan. Beliau mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada
di Bait al-Mal Madinah, Basrah, dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali
mulai diadopsi. Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Hari
itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari sabtu mulai perhitungan baru. Cara
ini sebagai solusi terbaik secara hukum dan kondisi negara dalam masa-masa transisi.
Pada masa khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama
sebagaimana halnya masa khalifah Umar, pengeluaran untuk armada laut
dihilangkan, karena sepanjang wilayah pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada
dalam kekuasaan Muawiyah. Khalifah Ali mempunyai konsep yang jelas tentang
pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.
Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal kepada Malik Asther bin Haris.
Surat tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban para penguasa,
penegakan keadilan, pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara.16




Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber
dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dalam perjuangan
bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Di Sumatra misalnya, Belanda
terlibat dalam perang besar berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatik,
dan juga di tempat-tempat lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam,
umumnya mereka kuat dan gigih dalam melawan penjajahan Belanda, karena mereka
memiliki sumber dana yang kuat berupa hasil zakat. Tempat yang dijadikan
pengelolaan sumber-sumber tersebut adalah masjid, surau atau langgar17.
Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa Kesultanan yang
mencapai kejayaan berkat dukungan dana intern dari umat Islam sendiri. Misalnya,
Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa dan ternate.
Kesultanan-kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi
ekonomi umat dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat, antara lain dengan
mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan
harta wakaf, wasiat, infak dan sedekah. Dana yang bersumber dari umat cukup
memadai untuk memadai untuk membiayai kepentingan Islam.
Saat itu, seorang ulama kenamaan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, telah
menggulirkan gagasan brilian tentang zakat. Menurutnya, zakat tidak hanya bersifat
konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan
secara berkesinambungan oleh mustahik. Zakat yang hanya konsumtif tidak akan
mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Sebab zakat yang bersifat
17 http://alarifs.blogspot.com/sejarah-zakat-di-indonesia.html. (Diakses pada hari Jumat,
tanggal 5 april 2013, pukul 10:05).
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konsumtif tidak akan membantu mereka untuk menjadi mandiri, justru mereka akan
menjadi semakin malas. Hal ini berakibat bahwa pengelolaan zakat yang tadinya
bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, justru menjadi membantu
menyuburkan kemiskinan.
Karena itu, menurut Al-Banjari, pola alokasi zakat harus dibagi ke dalam tiga
kategori. Pertama, bagi fakir miskin yang tidak memiliki keterampilan, hendaknya
tidak diberi berupa emas, perak atau uang, tetapi berupa barang atau keterampilan
serta keahlian yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama dan dapat membuat
mereka menjadi lebih mandiri. Kedua, bagi fakir miskin yang memiliki keterampilan,
diberikan alat-alat keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka dalam mewujudkan
keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Ketiga, bagi fakir miskin yang telah
memiliki pekerjaan, namun belum memenuhi kebuTuhan hidupnya, maka mereka
harus diberi modal usaha agar mereka dapat berdagang sebagai pemasukan hidupnya,
sebab ada hadits yang berkata “bahwa 9 dari 10 pintu rejeki terdapat pada
perniagaan18.
Pada masa penjajahan, semula pemerintah Hindia Belanda belum mencampuri
urusan sumber-sumber keuangan Islam karena hal itu dipandang sebagai urusan
intern umat Islam dan menurut pasal 134 ayat 2 indische Staatsregeling (IS),
pemerintah Hindia Belanda harus bersikap netral terhadap semua agama yang ada di
seluruh daerah kekusaannya (Policy of religion neutrality). Hal ini didasari karena
18Ibid.,
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mereka belum memandang besarnya potensi zakat sebagai suatu sumber keuangan
umat, terutama sebagai pendanaan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda,
serta dalam membantu mensejahterakan umat.
Namun setelah melihat betapa besar potensi sumber keuangan Islam, yang
umumnya dikelola di masjid-masjid dalam mendukung perjuangan antikolonial,
seperti pengalaman Perang Paderi di Sumatera (1821-1837), Perang Diponegoro di
Jawa Tengah (1825-1830) dan Perang Aceh (1873-1903), maka serta merta sumber-
sumber keuangan tersebut diatur dalam suatu ketentuan khusus oleh Pemerintah
Hindia Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1893, pemerintah Hindia Belanda
mengeluarkan Bijblad nomor 1892 yang berisi kebijakan pemerintah untuk
mengawasi pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh penghulu atau naib. Untuk
melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, Pemerintah Hindia Belanda
melarang semua pegawai dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.
Larangan itu dituangkan dalam Bijblad nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.
Pada masa sebelumnya kas-kas masjid yang antara lain bersumber zakat dari
zakat dikelola sepenuhnya oleh umat Islam melalui lembaga-lembaga yang
dibentuknya dan dipergunakan untuk membantu mensejahterakan umat, maka setelah
berada di bawah kendali dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dana-dana
tersebut dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan kepada rumah sakit Zending di
Mojowarno yang pendirinya diprakarsai oleh Pendeta Johanes Kruyt (1835-1918),
kas masjid di Kediri dimanfaatkan untuk membiayai sebuah asrama pelacur, dan
62
secara rutin kas-kas masjid juga dimanfaatkan untuk membantu aktifitas Kristen.
Sehingga telah terjadi penyimpangan penggunaan dana umat Islam oleh pemerintah
Belanda.
Anehnya lagi, kas masjid itu tidak bebas digunakan untuk keperluan umat
Islam, seperti pemugaran dan pembangunan masjid, kas masjid lebih bebas
digunakan untuk membiayai pemugaran rumah penghulu, peralatan kantor bupati dan
tukang kebun penghulu, ketimbang untuk kepentingan masjid. Dalam meminimalkan
jumlah saldo juga dilakukan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dalam
rangka mematikan semangat perjuangan rakyat dalam peranganti kolonial. Selama
Pemerintahan Hindia Belanda efisiensi dan efektifitas sumber-sumber keuangan
Islam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemberi zakat tidak lagi memakai jasa
amil yang pernah berkedudukan di masjid, tetapi yang bersangkutan menyerahkan
langsung zakat dan sumbangannya kepada pengelola keagamaan, karena atas dasar
kemaslahatan umat, dan diikuti dengan perasaan takut bahwa apabila menggunakan
amil maka zakat tersebut akan disalahgunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Atas
pertimbangan Snouck Hurgronje, dalam kapasitasnya sebagai penasehat senior
Hindia Belanda, kebijakan Hindia Belanda akhirnya mengalami perubahan. Ia
menyarankan agar kas masjid tidak lagi digunakan untuk kepentingan missionaris
kristen dan pelacur, tetapi diarahkan pada sarana kepentingan umum seperti balai
pertemuan, pemugaran masjid, pemberantasan tikus, dan lain-lain. Ia tidak setuju bila
ketentraman ibadat umat Islam terusik, karena secara politis tidak menguntungkan
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Hindia Belanda. Sebab lama-kelamaan umat yang jenuh dengan kondisi ini justru
akan berbalik menjadi memusuhi Hindia Belanda dan mendukung perjuangan
melawan antikolonial Belanda19.
Saat penjajah Jepang datang, awalnya juga tidak memperhatikan sumber-
sumber keuangan Islam, tetapi beberapa waktu kemudian, setelah mereka menyadari
betapa besar dan yang bisa terkumpul melalui sumber-sumber keuangan Islam, maka
Opsir Kaigun (pimpinan Angkatan Laut Jepang) mulai mendekati Islam dengan cara
merangkul para ulama seraya menjanjikan tiga program dalam bidang sosial
keagamaan, salah satunya ialah dengan membangun dan mendirikan kantor
pembendaharaan Islam atau Baitul-Mal sebagai lembaga yang akan mengumpulkan
semua sumber-sumber keuangan Islam seperti zakat. Namun seiring dengan
perjalanan waktu terkuak pula niat buruk mereka, dimana tujuan Jepang membentuk
lembaga tersebut adalah sebagai sumber pendanaan perang Jepang, dan sebenarnya
tidak mempedulikan nasib rakyat Indonesia khususnya umat Islam. Sehingga hal ini
menimbulkan resistensi kembali di kalangan umat. Setelah Indonesia merdeka,
seluruh potensi sumber keuangan Islam serta merta dikuasai kembali oleh umat
Islam. Kalangan cendekiawan muslim pada periode awal kemerdekaan sudah ada
yang mulai menengok potensi besar ini sebagai salah satu alternatif untuk
memperbaiki ekonomi Indonesia yang berantakan. Karena zakat dapat dijadikan
19Ibid.,
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sebagai salah satu instrumen fiskal bagi negara, terutama setelah melihat potensi yang
dapat dihimpun.
Yusuf Wibisono, saat bertindak sebagai menteri keuangan RI, tertarik
memasukkan sumber-sumber keuangan Islam sebagai salah satu komponen dalam
sistem perekonomian Indonesia, mengingat besarnya potensi zakat yang dapat
dikumpulkan. Demikian pula kalangan parlemen ketika itu menghendaki pengaturan
sumber keuangan Islam dalam suatu Undang-undang khusus yang pengelolaan zakat
langsung ditangani oleh negara. Namun situasi saat itu tidak memungkinkan lahirnya
sebuah undang-undang, hal ini terkait dengan kondisi sosial politik yang belum stabil
ditambah dengan masih terdapatnya kemungkinan agresi Belanda.
Dalam situasi semacam itu, seseorang pakar hukum terkemuka Prof. Hazairin
mengembangkan sebuah pola pemahaman yang mendukung gagasan keterlibatan
negara, termasuk dengan perangkap perundangan, dalam pengelola zakat. Gagasan
tersebut bagi Hazairin tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
Justru, Pancasila dan UUD 1945 “merestui” pemerintahan untuk membantu
memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat bagi kepentingan kemaslahatan
umat. Pada dasawarsa-dasawarsa awal setelah kemerdekaan, dan pengelola zakat
masih belum terorganisir secara rapi. Tiap-tiap individu menunaikan zakatnya sesuai
dengan pengetahuan masing-masing. Pengembangan zakat di beberapa kelompok
masyarakat secara terbatas dan tidak teratur. Kadang ada kelompok fakir miskin tidak
menerima dana zakat. Sebagaimana masyarakat ada yang memberikan zakatnya
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kepada kalangan tertentu, seperti ustadz, guru mengaji dan ulama setempat.
Sedangkan para tokoh tersebut mendistribuskan dengan cara-cara yang masih
tradisional, yaitu dengan hanya memberikan bantuan konsumtif semata, yang
selamanya tidak akan membantu mereka untuk menjadi mandiri. Dengan demikian,
tujuan zakat yang antara lain untuk menciptakan keadilan ekonomi, sulit terwujud.
Hal itu tidak berarti bahwa zakat pada masa tersebut tidak mempunyai makna
sama sekali. Banyak kemajuan yang telah dicapai dengan dana zakat tersebut, seperti
bangunan masjid, mushalla, pesantren, gedung Universitas dan rumah sakit. Hanya
saja hal tersebut masih amat kecil bila dibandingkan dengan potensi yang demikian
besar. Mungkin apabila potensi yang tergarap dapat lebih optimal, maka infrastruktur
dan segala fasilitas serta sarana dan prasarana umat akan semakin lengkap, dan umat
akan menjadi lebih maju daripada saat ini.
Keadaan itu terjadi antara lain karena minimnya kesadaran dan wawasan
masyarakat Islam Indonesia tentang zakat. Ajaran-ajaran agama yang dikembangkan
oleh para ulama, mubaligh dan para Kyai lebih banyak berkaitan dengan ibadah
vertikal seperti Shalat, Puasa dan Haji. Sementara zakat, meskipun sempat
disinggung, namun hanya dipahami sebagai kewajiban Individual yang bernuansa
ritualistik. Zakat hanya diorientasikan untuk sekedar menggugurkan kewajiban
kepada Allah, dan kurang disadari bahwa sebenarnya juga wujud
pertanggungjawaban sosial setiap muslimin. Maka umat Islam yang berfikir untuk
mengembangkan potensi zakat sebagai mekanisme untuk menciptakan pemerataan
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dan keadilan ekonomi, dirasakan masih sangat kurang. Selain itu zakat dipandang
hanya sebagai suatu ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadhan saja dan itupun
sebagian besar hanya terbatas pada zakat fitrah saja, dan kurang menyentuh kepada
zakat harta. Bagi masyarakat dengan telah membayar zakat fitrah maka kewajiban
zakatnya telah gugur dan ia tidak memiliki kewajiban lagi untuk berzakat harta.
Pada tahun 1967 pemerintah sebenarnya telah menyiapkan RUU zakat untuk
diajukan ke DPRGR, dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari Menteri
Keuangan dan Menteri Sosial. Akan tetapi dalam jawabannya, Menteri Keuangan
berpendapat bahwa peraturan zakat tidak perlu, mengingat pada kondisi sosial politik
yang belum mendukung pada masa tersebut, karena masih belum stabilnya kondisi
sosial politik setelah pemberontakan G-30S PKI. Dan hal itu berlanjut terus sampai
masa orde baru.
Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde
Baru. Pada tanggal 15 juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama,
mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan
Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta
Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten. Munculnya peraturan
pemerintah ini, diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden
Soeharto, bahwasanya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara
baik, akan dapat menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi
negara. Dari hasil kunjungan ulama ini, presiden lalu mengeluarkan Seruan Presiden
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melalui Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968, dan ditindaklanjuti oleh Menteri
Agama untuk menyusun suatu peraturan yang perlu untuk mengatur mengenai
pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah
masing-masing.
Namun angin segar berhembus pada era reformasi yang sedang dilakukan
oleh Indonesia saat ini, dimana pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor
38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri
Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999.
Dengan keluarnya UU ini, terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di
Indonesia. Dimana dimungkinkan pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian
suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat sekarang ini baik BAZ yang dikelola
oleh pemerintah atau LAZ yang dikelola oleh swasta dituntut untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan. Dengan keluarnya
UU ini telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi
pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun pada terdapatnya
kekurangan pada Undang-undang tersebut yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga
negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat, dan masih kurangnya insentif
bagi warga negara yang membayar zakat, meskipun saat ini zakat telah mampu
menjadi salah satu faktor pengurang pajak. Namun dengan lahirnya Undang-undang
khusus yang mengatur tentang zakat ini merupakan terobosan berarti dalam
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pengelolaan zakat di Indonesia, dan hal ini selanjutnya diikuti dengan lahirnya
Undang-undang yang khusus mengatur mengenai wakaf. Diharapkan pengelolaan dan
pendayagunaan zakat di Indonesia semakin berkembang dan terasa pengaruhnya
dalam membantu masalah pengentasan kemiskinan di Indonesia20.
2. Sejarah Pajak
Di Indonesia sebelum kedatangan bangsah Eropa, kerajaan seperti mataram,
Kediri, majapahit, dan Pajang suda mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak
lansung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh
kerajaan, maka sering kali mereka menerapkan secara berlebihan. Upeti perongan
maupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk
penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wil;ayah di
Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia
tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi dan pemajakan barang perdangangan.
Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan
ketertiban. Di kerajaan mataram raja-raja sudah melaksanakan hidup suasembada dan
otonom. penyerahan tersebut lebih besar kepada kepentingan ekonomi daerah atau
kerajaan, membiayai penyelenggaraan pemerintah setempat, dan membiayai
pertahanan dan kekuatan kerajaan.
Kemudian VOC sebagai badan perdagangan menguasai wilayah Indonesia,
dan tidak memungut pajak di daerah kekuasaannya, seperti Batavia, Maluku, dan
lain-lain. Tetapi mengenakan pajak usaha, pajak rumah, dan pajak kepala kepada
pedagan cina dan pedagan lainnya. Selain itu, VOC memiliki monopoli penjualan
20Ibid.,
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candu, garam, pemetikan saran burung, dan lain-lain yang dijualnya kepada pacht-
pacht yang biasa dipegang oleh kapitent (Onghokham, dalam Bakrum Effendi).
Menurut Levyson Norman, gubernur jendral Daendels juga mengadakan pungutan
pajak, menarik pajak dari pintu gerbang dan pajak penjualan barang di pasar
(bazarregten), termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah jadi 21.
Sejarah pajak bumi dan bangunan di Indonesia dimulai dari pengenaan pajak
tanah (land rent) oleh pemerintahan colonial inggris yang dipinpin oleh Thomas
Standford Raffless pada abad XIX tepatnya tahun 1813 di pulau Jawa. Raffless
menentukan pajak ini pada individu bukan pada desa. Raffless mebagi tanah atas
kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya
adalah rata-rata produksi per tahun untuk sawah (tanah basah) dan tegalan (tanah
kering)22. Dalil yang dijadikan dasar adanya pungutan pajak  tanah menurut sejarah,
adalah anggapan bahwa semua tanah adalah milik raja (souvereign), dan kepala desa-
kepala desa yang berda di bawah kekuasaan raja semuanya di anggap sebagai
penyewa (peachters). Karena itu maka mereka harus membayar sewa tanah (land
rent) dengan natura secara tetap kepada penguasa.
Sedankan sejarah pajak penghasilan di Indonesia di berlakukan system pajak
yang berbeda untuk pribumi, untuk orang asing Asia, untuk orang Eropa
(“indiegenous” Indonesians, “foreign” Asians, and “Europeans”). Pajak pendapatan
bagi orang Eropa (tax patent duty), dan untuk orang Indonesia adalah pajak
pendapatan yang disebut business tax.
21Muh. Bakrum Effendi, kebijakan perpajakan di Indonesia dari era colonial sampai era
orde baru (Jogjakarta, alinea pustaka, 2006)., h. 24
22Atep Adiya Barata, perbendaharaan dan pemeriksaankeuangan Negara/daerah (Jakarta, eles
media computindo, 2005)., h. 43
70
Sejarah pajak perseroan demulai dari 1925, ditetapkan peraturan perundang-
undangan Corporation Tax Ordinance of 1925 (ordonansi pajak perseroan PPS
1925). PPS ini berlaku sampai dengan 1983. Subjeknya badan hukum, yaitu PT, CV,
atas saham. Objeknya adalah laba bersih23.
Dengan pecahnya perang dunia I (1914-1918), menyebabkan Hindia Belanda
berada pada keadaan terlepas dari negeri Belanda. Untuk menggalang persatuan,
maka perlu diberlakukan  “asas unifikasi”, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa
semua golongan penduduk mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Pelaksanaan asas unifikasi di bidang perpajakan telah membawa akibat digantinta
Ordonansi pajak pendapatan 1908 (yang hanya berlaku untuk golongan penduduk
tertentu), dengan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920 (yang berlaku untuk semua
golongan penduduk), yang memajaki baik orang maupun badan.
Mengingat semakin banyaknya penanaman modal asing di Indonesia sejak
1920, maka timbullah berbagai problema dalam bidang Yuridis fiscal yang
mendorong segera dikeluarkan ketentuan tersendiri guna dapat memungut pajak dari
badan usaha. Pada tahun 1925 semua ketentuan yang menyankut pengenaan pajak
badan usaha yang terdapat dalam ordonansi pajak pendapatan 1920 dikeluarkan untuk
kemudian disusun kembali dalam suatau Ordonansi baru yang diberi nama Ordonansi
Pajak Perseroan 1925. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 setelah diadakan perubahan
dan penambahan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1970.24




ZAKAT DAN PAJAK DALAM KONTEKS KEKINIAN
A. Kewajiban Atas Harta Selain Zakat
1. Pendapat yang Membolehkan Adanya Kewajiban Terhadap Harta Selain
Zakat
Golongan lainnya sejak zaman sahabat sampai masa thabi’in berpendapat,
bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban harta selain zakat. Pendapat tersebut
datang dari Umar, Ali, Ali Dzar, Aisyah, Ibn Umar, Abu Huraira, Hasan Bin Ali, dan
Fatimah Binti Qais dari kalangan sahabat r.a pendapat ini disahkan oleh Sya’bbi,
mujahit, taus, atha dan lain-lain dari kalangan Tabiin, adapun dalil yang menguatkan
























Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka
Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang
bertakwa1.
Turmidzi dan perawi lain meriwayatkan, bahwa Nabi saw membacakan ayat
tersebut untuk memberikan dalil terhadap hukum yang telah disebutkan. Dari
Fatimah Binti Qais, ia bertanya kepada Rasulullah tentang zakat, beliau berkata,
“sesungguhnya dalam harta ada kewajiban selain zakat”, kemudian membacakan
ayat tersebut dari surah al-Baqarah : “bukanlah menghadapkan wajahmu…………”
dan seterusnya.
Apabilah hadis itu lemah, sebagaimana kata Turmidzi, “sebenarnya ayat yang
menerankan tentang kebaikan tersebut memperkuat dan mendukung hadis mengenai
kewajiban di luar zakat. Dan ayat itu sendiri merupakan alasan yang kuat. Ayat itu
telah menjadikan pemberian harta yang dicintaio kepada kerabat, anak yatim, fakir
miskin, dan musyafir dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan.2
Kedua, Ibnu Hazm berkata  takkalah ditanya apakah hak yang diwajibkan
pada surat al-An’am ayat 141, beliau menjawab itulah kewajiban di luar zakat, yaitu
1Departemen Agama.op.cit., h. 28
2Yusuf Qardhawi, op.cit., h. 974
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sesuatu yang harus diberikan pemilik hasil panen serelanya di waktu panen tapi













Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).
makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada
fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebihan4.
Ayat tersebut telah dibicarakan oleh beberapa golongan kaum Salaf yaitu Ibn
Umar dan segolongan ahli fikih tabiin seperti Atha, mujahid, Nakhai dan yang lain
mengambil ayat tersebut sebagai alasan bahwa dalam harta ada kewajiban diluar
zakat.
Ketiga mereka beralasan dengan hadis- hadis sahih mengenai hak unta dan
Kuda diantaranya hadis Abu Huraira riwayat Bukhari, Nabi SAW berkata:
3Gusfahmi. pajak menurut syariah. Cet. 2,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011).,h. 150
4Departemen Agama op.cit., h. 14
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ﺎََﻧﺛﱠدَﺣ ُمَﻛَﺣْﻟا ُنْﺑ ٍِﻊﻓﺎَﻧﺎَﻧََرﺑَْﺧأ ٌبْﯾَﻌُﺷﺎََﻧﺛﱠدَﺣُوَﺑأ ِدﺎَﻧ ِّزﻟا ﱠَنأ َدْﺑَﻋ ِنَﻣْﺣ ﱠرﻟا َنْﺑ َزُﻣْرُھ َجَرَْﻋْﻷا
 َُﮫﺛﱠدَﺣ ُﮫﱠَﻧأ َﻊِﻣَﺳَﺎَﺑأ َةَرْﯾَرُھ َﻲِﺿَر ُ ﱠ ا ُﮫْﻧَﻋ ُلُوﻘَﯾ َلﺎَﻗ ﱡِﻲﺑﱠﻧﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ا ِﮫَْﯾﻠَﻋ َمﱠﻠَﺳَوِﻲْﺗَﺄﺗ ُِلﺑ ِْﻹا
ﻰَﻠَﻋﺎَِﮭﺑِﺣﺎَﺻَﻰﻠَﻋ ِرْﯾَﺧﺎَﻣ َْتﻧﺎَﻛَاذِإ َوُھ َْمﻟ ِطُْﻌﯾﺎَﮭﯾِﻓﺎَﮭﱠﻘَﺣ ُهُؤََطﺗﺎَِﮭﻓَﺎﻔَْﺧﺄِﺑِﻲْﺗَﺄﺗَو َُمﻧَﻐْﻟاَﻰﻠَﻋ
ﺎَِﮭﺑِﺣﺎَﺻَﻰﻠَﻋ ِرْﯾَﺧﺎَﻣ َْتﻧﺎَﻛَاذِإ َْمﻟ ِطُْﻌﯾﺎَﮭﯾِﻓﺎَﮭﱠﻘَﺣ ُهُؤََطﺗﺎَِﮭﻓَﻼَْظﺄِﺑ ُﮫُﺣَطَْﻧﺗَوﺎَِﮭﻧوُُرِﻘﺑ َلﺎَﻗَو
 ْنِﻣَوﺎَﮭِّﻘَﺣ َْنأ َبَﻠُْﺣﺗَﻰﻠَﻋ ِءﺎَﻣْﻟا َلﺎَﻗ َﻻَوِﻲْﺗﺄَﯾ ْمُُﻛدََﺣأ َمَْوﯾ ِﺔَﻣَﺎﯾِﻘْﻟا ٍةﺎَِﺷﺑﺎَُﮭﻠِﻣْﺣَﯾَﻰﻠَﻋ ِﮫَِﺗَﺑﻗَرﺎََﮭﻟ
 ٌرﺎَُﻌﯾ ُلُوﻘَﯾَﻓﺎَﯾ ُد ﱠﻣَﺣُﻣ ُلُوَﻗﺄَﻓ َﻻ ُكِﻠَْﻣأ َكَﻟًﺎﺋْﯾَﺷ ْدَﻗ ُتْﻐﱠﻠَﺑ َﻻَوﻲِْﺗﺄَﯾ ٍرﯾَِﻌﺑِﺑ ُُﮫﻠِﻣْﺣَﯾَﻰﻠَﻋ ِﮫِﺗَﺑَﻗَر َُﮫﻟ
 ٌءﺎَﻏُر ُلُوﻘَﯾَﻓﺎَﯾ ُد ﱠﻣَﺣُﻣ ُلُوَﻗﺄَﻓ َﻻ ُكِﻠَْﻣأ َكَﻟ ْنِﻣ ِ ﱠ اًﺎﺋْﯾَﺷ ْدَﻗ ُتْﻐﱠﻠَﺑ5
Artinya:
“Unta akan datang kepada pemiliknya (di hari kiamat) dalam keadaan seperti
sediakala apabilah haknya tidak ditunaikan. Unta itu akan menginjak-nginjak
orang itu, begitu juga kambing akan datang kepada pemiliknya jika hak-haknya
tidak diberikan. Kambing akan menginjak dengan kukunya dan menanduknya
dengan tanduknya.” Dan Nabi berkata lagi: “diantara yang hak itu ialah
memeras air susunya.”
Arah dan sasaran hadis itu ialah, mengancam orang yang tidak mengindahkan
hak-hak binatang tersebut. hadis itu menunjukkan, bahwa hak itu suatu kewajiban,
dan merupakan hak diluar zakat.
Keempat mereka beralasan dengan hadis-hadis sahih mengenai hak tamu atas
tuan rumah. Hadis dari Syurai khuwaili Bin Amru r.a., rasulullah SAW berkata:
ﺎََﻧﺛﱠدَﺣ َُﺔﺑَْﯾُﺗﻗ ُنْﺑ ٍدﯾِﻌَﺳَﺎَﻧﺛﱠدَﺣُوَﺑأ ِصَوَْﺣْﻷا ْنَﻋِﻲَﺑأ ٍنﯾِﺻَﺣ ْنَﻋِﻲَﺑأ ٍﺢِﻟﺎَﺻ َﻋ ْنِﻲَﺑأ َةَرْﯾَرُھ
 َلﺎَﻗ َلﺎَﻗ ُلوُﺳَر ِ ﱠ اﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ا ِﮫْﯾَﻠَﻋ َمﱠﻠَﺳَو ْنَﻣ َنﺎَﻛ ُنِﻣُْؤﯾ ِ ﱠ ﺎِﺑ ِمْوَﯾْﻟاَو ِرِﺧْﻵا َﻼَﻓ ِذُْؤﯾ ُهَرﺎَﺟ
 ْنَﻣَو َنﺎَﻛ ُنِﻣُْؤﯾ ِ ﱠ ِﺎﺑ ِمَْوﯾْﻟاَو ِرِﺧْﻵا ْمِرُْﻛﯾْﻠَﻓ ُﮫَﻔْﯾَﺿ ْنَﻣَو َنﺎَﻛ ُنِﻣُْؤﯾ ِ ﱠ ِﺎﺑ ِمْوَﯾْﻟاَو ِرِﺧْﻵا ُْلﻘَﯾْﻠَﻓ
اًرْﯾَﺧ َْوأ ْتُﻣْﺻَﯾِﻟ6
Artinya:
“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan
tamu.” Lama bertamu biasanya sehari semalam, batas bertamu adalah tiga hari
lebih dari tiga hari adalah sedekah.
5Al-Bukhariy, Jilid II, h. 110.
6Al-Bukhariy, op.cit., jilid VII, h. 78-79
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Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib, karena perintah itu dikaitkan
dengan imam, dan setelah tiga hari dianggap sedekah. Hadis-hadis itu menunjukkan
dengan jelas, bahwa tamu punya hak yang wajib pada harta saudaranya yang muslim
yang kedatangan tamu. Bahkan jamaah mewajibkan mereka membantu dan menolong
tamu itu. Sehingga ia boleh mengambil hak itu disini jelas hak itu bukan zakat,
karena zakat diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan tamu datang kapan
saja.
Kelima, mereka berlasan dengan ayat al-Quran tentang ancaman mereka yang








Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang
lalai dari shalatnya,. orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong
dengan) barang berguna.7
Enam, mereka belasan dengan nash-nash yang banyak. Yang mewajibkan
bertolong-tolongan, saling membela dan saying menyayangi antara sesame kaum
muslimin. Nash-nash itu mewajibkan memberi makan fakir miskin. Semua itu
merupakan manifestasi persaudaraan dan konsekuensi iman dan Islam. Diantaranya
ialah firman Allah swt:







Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros8.
2. Pendapat yang Menyatakan Tidak Ada Kewajiban Diluar Zakat
Kebanyakan parta ahli fikih berpendapat, bahwa zakat adalah satu-satunya
kewajiban atas harta. Barang siapa telah berzakat maka bersilah hartanya dan
bebaslah kewajibannya . dan ia pun tidak punya kewajiban lagi, bilah zakat telah
ditunaikan kecuali sedekah sunnah, karena mengharap pahala yang lebih besar dari
Allah SWT, inilah pendapat yang termasyur dari priode muta’akhirin, sehingga tidak
mengenal pendapat lain.
Hadis yang dijadikan alasan oleh mereka:
a. Hadis riwayat Bukhari-muslim dan riwayat lain dari Thaalhah r.a ia berkata:
 َﺳ ُﮫﱠَﻧأ ِﮫﯾَِﺑأ ْنَﻋ ٍكِﻟﺎَﻣ ِنْﺑ ِلْﯾَﮭُﺳ ِﻲَﺑأ ِﮫ ِّﻣَﻋ ْنَﻋ ٍَسَﻧأ ُنْﺑ ُكِﻟﺎَﻣ ِﻲَﻧﺛﱠدَﺣ َلﺎَﻗ ُلﯾِﻋﺎَﻣْﺳِإ َﺎَﻧﺛﱠدَﺣ َﻊِﻣ
 ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ ا ِلوُﺳَر َﻰِﻟإ ٌلُﺟَر َءﺎَﺟ ُلُوَﻘﯾ ِ ﱠ ا ِدْﯾَﺑُﻋ َنْﺑ َﺔَﺣْﻠَط َِرﺋَﺎﺛ ٍدَْﺟﻧ ِلَْھأ ْنِﻣ َمﱠﻠَﺳَو
 َر َلﺎَﻘَﻓ ِمَﻼْﺳ ِْﻹا ْنَﻋ َُلﺄْﺳَﯾ َوُھ َاِذﺈَﻓ َﺎَﻧد ﻰﱠﺗَﺣ ُلُوَﻘﯾ ﺎَﻣ َُﮫﻘُْﻔﯾ َﻻَو ِِﮫﺗْوَﺻ ﱡيَِود ُﻊَﻣُْﺳﯾ ِْسأ ﱠرﻟا ُلوُﺳ
 َِﺔﻠْﯾﱠﻠﻟاَو ِمَْوﯾْﻟا ِﻲﻓ ٍتاََوﻠَﺻ ُسْﻣَﺧ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ ا َْنأ ﱠِﻻإ َﻻ َلﺎَﻗ ﺎَھُرْﯾَﻏ ﱠَﻲﻠَﻋ ْلَھ َلﺎَﻘَﻓ
 ِإ َﻻ َلﺎَﻗ ُهُرْﯾَﻏ ﱠﻲَﻠَﻋ ْلَھ َلﺎَﻗ َنﺎَﺿَﻣَر ُمَﺎﯾِﺻَو َمﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯾَﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ ا ُلوُﺳَر َلﺎَﻗ َع ﱠوََطﺗ َْنأ ﱠﻻ
 َْﯾﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ ا ُلوُﺳَر ُﮫَﻟ َرََﻛذَو َلﺎَﻗ َع ﱠوََطﺗ َْنأ ﱠﻻِإ َﻻ َلﺎَﻗ ﺎَھُرْﯾَﻏ ﱠَﻲﻠَﻋ ْلَھ َلﺎَﻗ َةﺎَﻛ ﱠزﻟا َمﱠﻠَﺳَو ِﮫ
 َﺻ ِ ﱠ ا ُلوُﺳَر َلﺎَﻗ ُُصﻘَْﻧأ َﻻَو َاذَھ َﻰﻠَﻋ ُدﯾَِزأ َﻻ ِ ﱠ اَو ُلُوَﻘﯾ َوُھَو ُلُﺟ ﱠرﻟا َرَﺑَْدﺄَﻓ َلﺎَﻗ َع ﱠوََطﺗ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠ
 ََقدَﺻ ِْنإ ََﺢﻠَْﻓأ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯾَﻠَﻋ9
8Departemen Agama op.cit., h. 285
9Al-Bukhariy, op.cit., Jilid I, h. 18; kitab Iman, bab zakat min al-Islam, hadis no.44,
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Artinya:
“Seorang laki-laki penduduk Nejd datang menghadap Rasululah SAW ia
beranbut kusut-masai dan suaranya parau kelihatan bagai orang dungu. Setelah
dekat dengan Nabi SAW ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam
Rasulullah bekata: “Islam ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam”
orang itu berkata: ‘apakah ada kewajiban lain?” beliau menjawab: “tidak ada
kecuali shalat sunnat.” Lalu Nabi menyebut kewajiban zakat. Ia bertanya lagi
“apakah kewajiaban lain selain zakat?” beliau menjawab tidak ada, kecuali
sedekah sunnah.” Lalu ia mundur sambil berkata: “saya tidak akan menambah
atau menguranginya.” Rasulullah SAW berkata: “beruntunlah jika ia benar atau
ia akan masuk surga kalau benar”
b. Hadis itu juga diriwayatkan oleh bukhari dari Abu huraira r.a dikatakan:
ﻲَِﻧﺛﱠدَﺣ ُد ﱠﻣَﺣُﻣ ُنْﺑ ِدْﺑَﻋ ِمﯾِﺣ ﱠرﻟاَﺎَﻧﺛﱠدَﺣ ُنﺎﱠﻔَﻋ ُنْﺑ ٍمِﻠْﺳُﻣَﺎَﻧﺛﱠدَﺣ ٌبْﯾَھُو ْنَﻋَﻰﯾْﺣَﯾ ِنْﺑ ِدﯾِﻌَﺳ ِنْﺑ
 َنﺎﱠﯾَﺣ ْنَﻋِﻲَﺑأ َﺔَﻋْرُز ْنَﻋِﻲَﺑأ َةَرْﯾَرُھ َﻲِﺿَر ُ ﱠ ا ُﮫْﻧَﻋ ﱠَنأﺎﯾِﺑاَرَْﻋأَﻰَﺗأ ﱠِﻲﺑﱠﻧﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ا ِﮫَْﯾﻠَﻋ
 َمﱠﻠَﺳَو َلﺎَﻘَﻓﻲِﻧﱠُﻟدَﻰﻠَﻋ ٍلَﻣَﻋَاذِإ ُُﮫﺗْﻠِﻣَﻋ ُتْﻠََﺧد َﺔﱠﻧَﺟْﻟا َلﺎَﻗ ُُدﺑَْﻌﺗ َ ﱠ ا َﻻ ُكِرُْﺷﺗ ِِﮫﺑًﺎﺋْﯾَﺷ ُمﯾُِﻘﺗَو
 َةَﻼ ﱠﺻﻟا َﺔَﺑُوﺗْﻛَﻣْﻟاي ِّدَُؤﺗَو َةﺎَﻛ ﱠزﻟا َﺔَﺿوُرْﻔَﻣْﻟا ُموَُﺻﺗَو َنﺎَﺿَﻣَر َلﺎَﻗيِذﱠﻟاَوﻲِﺳْﻔَﻧ ِهِدَﯾِﺑ َﻻ ُدﯾَِزأ
ﻰَﻠَﻋَاذَھﺎ ﱠَﻣﻠَﻓﻰﱠﻟَو َلﺎَﻗ ﱡﻲِﺑﱠﻧﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ا ِﮫَْﯾﻠَﻋ َمﱠﻠَﺳَو ْنَﻣ ُه ﱠرَﺳ َْنأ َرُظْﻧَﯾﻰَﻟِإ ٍلُﺟَر ْنِﻣ ِلَْھأ
 ﱠﻧَﺟْﻟا ِﺔ ْرُظَْﻧﯾْﻠَﻓﻰَﻟِإَاذَھﺎََﻧﺛﱠدَﺣ ٌدﱠدَﺳُﻣ ْنَﻋَﻰﯾْﺣَﯾ ْنَﻋِﻲَﺑأ َنﺎﱠﯾَﺣ َلﺎَﻗﻲِﻧََرﺑَْﺧأُوَﺑأ َﺔَﻋْرُز ْنَﻋ
 ِ ِّﻲﺑﱠﻧﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ا ِﮫْﯾَﻠَﻋ َمﱠﻠَﺳَوَاذَِﮭﺑ10
Artinya:
“Bahwa seorang arab dusun datang kepada Nabi SAW. Ia berkata:
“tunjukkanlah padaku suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surge
nabi berkata: “beribadahlah kepada Allah SWT. Dan janganlah berbuat syirik
sedikitpun kepadahnya, dirikanlah shalat fardhu tunaikan zakat dan berpuasalah
di bulan ramadhan. Orang itu berkata “demi yang menguasai diriku, aku takkan
menambahnya.” Kemudian rasulullah SAW berkata: “ingin melihat ahli surga,
lihatlah orang ini.”
Dan hadis pertama Nabi SAW. Memberitahukan kepada laik-laki itu bahwa
tidak ada kewajiban lain diluar zakat kecuali sedekah sunnat. Ini adalah dalil yang
nyata. Dalam kedua hadis tersebut dinyatakan, bahwa kedua orang yang bertanya itu
tidak akan menambahnya dengan sesuatu diluar zakat, dan Nabi pun rela, bahkan
10Al-Bukhariy, op.cit., jilid II, h. 121.
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memberitahukan, bahwa keduanya termasuk ahli surga. Jika sekiranya ada kewajiban
lain diluar zakat, tentu keduanya tidak berhak masuk surga.
c. Mereka menyandarkan alasannya pada hadis riwayat Turmidzi dari Hurairah yang
menyatakan bahwa Nabi SAW berkata:
ﺎََﻧﺛﱠدَﺣ ُرَﻣُﻋ ُنْﺑ ٍصْﻔَﺣ ﱡِﻲﻧﺎَﺑْﯾﱠﺷﻟا ﱡيِرْﺻَﺑْﻟاﺎََﻧﺛﱠدَﺣ ُدْﺑَﻋ ِ ﱠ ا ُنْﺑ ٍبْھَوﺎَﻧََرﺑَْﺧأوُرْﻣَﻋ ُنْﺑ ِثِرﺎَﺣْﻟا
 ْنَﻋ ٍجا ﱠَرد ْنَﻋ ِنْﺑا َةَرْﯾَﺟُﺣ ْنَﻋِﻲَﺑأ َةَرْﯾَرُھ ﱠَنأ ﱠِﻲﺑﱠﻧﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ا ِﮫْﯾَﻠَﻋ َمﱠﻠَﺳَو َلﺎَﻗَاذِإ َتْﯾﱠَدأ
 َةﺎَﻛَز َكِﻟﺎَﻣ ْدَﻘَﻓ َتْﯾَﺿَﻗﺎَﻣ َكْﯾَﻠَﻋ11
Artinya:
Jika kau telah menunaikan zakat hartamu berarti telah engkau tunaikan
kewajibannya.
d. Hadis semacam itu dikeluarkan oleh hakim dari Jabir sebagai marfu’, yaitu:
: لﺎﻗ مﻠﺳو ﮫﯾﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ ﻲﺑﻧﻟا نﻋ ﮫﻧﻋ ﷲ ﻲﺿررﺑﺎﺟ نﻋَاذِإ َتْﯾﱠَدأ َةﺎَﻛَز َكِﻟﺎَﻣ ْدَﻘَﻓ
هرﺷ َكﻧَﻋ تَﺑََھُذأ12
Artinya:
Bila engkau tunaikan zakat hartamu, maka hilanglah kerakusan dari adanya
keburukan harta itu dan hilang dari manusia di dinia dan di akhirat apabilah
zakatnya telah ditunaikan.
11Abu Isa Muhammad bin Saurah Al-Turmuziy. Sunan al-Turmuzi.Jilid II, Bairut : Dar al-
Fikr, 2989.h. 64
12Al-Hakim al-Nasaburiy, Mustadrak ‘ala Shahihain, Jilid I, h. 390.
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e. Hadis riwayat hakim dari Ummuh Salamah, ia menggunakan landasan dari emas,
lalu ia tanyakan hal itu kepada Nabi saw ia berkata, “apa zakatnya, engkau tidak
mengumpulkannya.
Menurut sebagian riwayat dikatakan, bahwa emas yang sudah mencapai wajib
zakat lalu di zakat tidaklah termasuk mengumpulkan. Riwayat itu menunjukkan,
bahwa ancaman terhadap mereka yang mengumpulkan harta tidak kena setelah
ditunaikan zakatnya. Jika sekiranya ada kewajiaban lain diluar zakat, tentu ia tidak
akan bebas dari ancaman. Sebagian pengikut pendapat ini menambahkannya dengan
hadis lain. Mereka meriwayatkan hadis yang tegas dari Nabi saw beliau berkata:
“tidak ada dalam harta kewajiban lain di luar zakat” itulah sejumlah hadis yang
menurut sahirnya menunjukkan, bahwa tak ada kewajiban selain zakat.
Hadis pertama dan kedua termasuk hadis sahih yang tak ada cacat mengenai
kebenarannya. Hadis ketiga sanadnya lemah. Hadis keempat ditegaskan
persetujuannya. Hadis kelima sanadnya dalam pembicaraan. Adapun hadis yang
menyebutkan tak ada kewajiban dalam harta zakat adalah hadis dhaif sekali, dan tidak
diragukan lagi/tidak mardu(ditolak), bahkan salah dan menyimpang. Yang dapat dipai
pegangan adalah dua hadis sahih tadi.
3. Kaitannya Terhadap Pajak ( Dalam Konteks Kekinian)
a. Ulama yang Berpendapat Bahwa Pajak itu Perbolehkan
Untuk memenuhi kebutuhan Negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi
kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan
sedekah, maka harus muncul alternative sumber baru tentang kebijaksanaan fiscal
bahwa pilihan itu ada dua yaitu pajak atau utang. Selama utang mengandung
konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama. Pilihan
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kewajiban pajak ini adalah solusi, telah melahirkan perdebatan di kalangan para
fukaha dan ekonomi Islam ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya.
Sejumlah fukaha dan ekoni Islam yang menyatakan bahwa penmungutan pajak itu di
bolehkan anatara lain:
1. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-kharaj menyebutkan bahwa: semua
khulafahurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Bin Abdul Azis dilalporkan bahwa
menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran,
tidak diperbolehkan untuk melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan
sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-
hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan
pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
2. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya muqaddimah, dengan cara yang sangat bagus
mereflesikan arus pemikiran para sarjana muslim yang hidup pada samannya
berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutif sebuah surat
dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang di salah satu propinsi:
Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pda semua orang dengan keadilan dan
pemerataan, perlakukan semua orang sama dan janganlah member perkecualian pada
siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan janganlah
mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan
akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi
kemampuan membayarnya.
3. Marghinani, dalam kitabnya al-Hidayah, berpendapat bahwa: “Jika sumber-
sumber daya Negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpung dana dari rakyat
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untuk memenuhi kepentingan umum. Jika mamfaat itu memenag di nikmati rakyat,
kewajiban mereka membayar ongkosnya”
4. M.Umer Capra, dalam Islam and economit calenge, menyatakan:
Hak Negara islam untuk meningkatkan sumber-sumber lewat pajak disamping
zakat telah dipertahankan oleh sejumlah Fukaha yang pada prinsipnya telah mewakili
mazhab fikih. Hal ini9 disebabkan karena dana zakat pada prinsipnya untuk kaum
miskim pada hal Negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat
melakukan funsi-funsi alokasi, distribusi secara efektif hak ini dibela para Fukaha
berdasarkan hadis: “pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”
5. Hasan al-Banna, dalam bukunya maj muatur-Rasa’Il,
Melihat tujuan keadilan social dan distribusi pendapatan yang merata, maka
sistim perpajakan progresif tampaknya sejalam dengan sasaran-sasaran Islam.
6. Zallum berpendapat:
Anggaran belanja Negara saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya
tanggung jawab (ulil amri) dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi.
Kadang kala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti pay’I, jizyah,
kharaj, ushr, dan humz tidak memadai untuk anggaran belanja Negara, seperti yang
pernah terjadi di masa lalu seperti masa rasulullah, khulafaurrasyidin, masa muawiah,
masa abbasiah, sampai masa usmania, diaman sarana kehidupan semakin berkembang
oleh karena itu, Negara harus mengupayakan cara lain yang menutupi pembelanjaan
baitul maal baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.
7. Maliki berpendapat:
Karena menjaga kemaslahatan umat melalui sarana-sarana seperti keamanan,
pendidikan dan kesehatan adalahj wajib, sedangkan kas Negara belum mencukupi
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(buktinya masih berutang) maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun  demikian syara’
mengharankan Negara menguasai harta benda dengan kekuasaannya. Jika Negara
mengambilnya dengan kekuatan dan cara paksa berarti itu merampas sedang
merampas hukumnya haram.
b. Jalan Tengah dari Kedua Pendapat
Dari uraian diatas tampak adanya dua pendapat yang berlawanan anatara
kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiaban lain atas harta selain zakat
dengan kelompok yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat.
Yusuf qardhawi pun mengakui bahwa memang terdapat perbedaan pendapat yang
tajam antara keduanya dan masing-masing memiliki dalil dan argument yang kuat.
Sungguhpun demikian Qardhawi mengatakan bahwa kedua pendapat itu terdapat
persamaan yang sama-sama mereka setujui, yaitu:
1. Bahwa ada hak orang tua yang membutuhkan, punya hak atas anaknya yang
mampu.
2. Pada dasarnya kerabat punya hak atas kerabatnya yang mampu (kaya).
3. Adanya hak atas orang yang dalam keadaan terpaksa (darurat) harus memperoleh
makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Mengenai perlunya diberi bantuan atas
kerlompok ini tidak di perselisihkan lagi.
Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban harta yang wajib adalah zakat,
namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah),
maka aka nada kewajiaban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Ibnu Taimiyah
mendukung kuat diterapkannya dharibah atau pajak tambahan dan mengemukakan
sintesis yang menarik dari dua hadis yang tampak berlawanan. Ia mengatakan bahwa
tidak ada pertentangan dalam dua hadis ini karena zakat dan kewajiban lain selain
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zakat disebabkan oleh kekayaan seseorang memiliki alasan yang berbeda. Alasan
ditetapkanna zakat adalah kepimilikan kekayaan yang melebihi batas maksimun.
Karena itu, tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan memiliki
kekayaan selain zakat sementara alasan penempatan pajak (dharibah) bukan sekedar
penguasaan kekayaan di atas batas minimum, tetapi munculnya kebutuhan dalam
masyarakat13.
B. Perbandingan antara Zakat dan Pajak
Kini banyak berkembang pendapat dikalangan masyarakat tentang persamaan
dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu
sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya maupun pemamfaatannya.
Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan,
tatacara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Adapulah yang melihat bahwa pada
sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya, sedangkan pada sisi lain ada
perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.
Disini akan dikemukakan persamaan dan perbedaan antara keduanya. 14
1. Persamaan antara Zakat dan Pajak
Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, sebagaiamana
diungkapkan oleh Didin Hafidhudin antara lain:
a. Unsur paksaan
seorang muslim yang memiliki harta telah memenuhi persyaratan zakat jika
melalaikan atau tidak mau menunaikannya penguasa yang diwakili oleh para petugas
13Ibnu taimiyah, al-khabir, h. 194 dalam Gusfahmi, S,E., M.A. op.cit., h. 156
14Sudirman,MA, Op.cit., h.109
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan  dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.15
Dalam sebuah riwayat Abu Daud, dikemukakan bahwa ketika banyak orang
yang menginkari kewajiban zakat, disaman Abu Bakar Assyidiq beliau berkata:
“demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban shalat dengan
kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang berkewajiban dengan harta. Demi
Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan
kepada Rasulullah, pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut.”
Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak
dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya, baik secara lansung maupun tidak
lansung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut
dilakukan secara bertinkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan
penyitaan.
b.Unsur pengelolah
Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang
terdapat dalam surat at-Taubah(9): 60 yang berbunyi:












Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana16
Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat
bukan hanya semata-mata dilakukan secara individual, dari musakki diserahkan
lannsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang
khususnya menangani masalah zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang
disebut dengan Amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta
mendistribusikannya secara tepat dan benar. Adapun organisasi pengelolah zakat di
Indonesia ada dua macam, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat
(LAZ).
Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh Negara. Hal ini sejalan
dengan pengertian pajak itu sendiri, yaituh iuran kepada Negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang lansung dapat ditunjukkan,
16Departemen Agama op.cit., h. 197
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dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum,
berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarkan pemerintahan.
c. Unsur tujuan
Dari sudut pembangunan kesejahtraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat
muliah, seperti digambarkan oleh Said Wahab yang dinukil Bidin Hafiduddin yaitu:
1. Menggalang jiwa dan semangat saling menmunjang dan solidaritas social
dikalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan social ekonomi dalam
masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana,
seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya komplik persenketaan dan
berbagai  bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup
para gelandangan, para penganggurandan para tuna social lainnya, termasuk
dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki
dan untuk itu.
Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahtraan, keamanan,
dan ketentraman. Demikian juga pajak, beberapa tujuan relative sama dengan tujuan
tersebut diatas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan Negara untuk
menciptakan kesejahtraan masyarakat banyak. Sementara itu, Sjechul Hadi Permono
mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu
sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata
dan bersinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.
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2. Perbedaan antara Zakat dan Pajak
Beberapa perbedaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut:
a. Dari segi istilah, zakat mengandung arti suci, tambah, dan berkah. Orang yang
mengeluarkan zakat akan memiliki jiwa yang suci dan bersih dari sifat kikir dan
tamak. Hartanya pun bersih karena telah dibebaskan dari hak orang lain. Zakat secara
lahir memang mengurangi harta namun dalam pandangan Allah, zakat dapat
menjadikan harta tumbuh dan tambah. Sedankan pajak dalam bahasa disebut al-
dharibah, yang artinya utang, pajak tanah yang wajib dilunasi. Dari sini kesan makna
pajak adalah sesuatu yang berat sebagai beban yang dipaksakan.
b. zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda syukur kepada
Allah dan mendekatkan diri kepadanya, sedangkan pajak adalah kewajiban atas
warga Negara baik muslim maupun non-muslim, yang tidak dikaitkan dengan ibadah.
Zakat harus diniatkan saat mengeluarkannya, sedangkan pajak tidak diniscayakan.
c. Ketentuan zakat berasal dari Allah dan Rasulnya, baik masalah nhisab kadar, atau
penyalurannya, sedangkan pajak bergantung pada kebijakan pemerintah.
d.zakat adalah kewajiban yang permanen tak akan berubah-ubah selama-lamanya, tak
terhapus oleh siapapun dan kapanpun berbeda dengan itu, pajak bisa berkurang
tambah, atau bahkan dihapus sesuai kebijakan sang penguasa.
d. Pos penyaluaran zakat tak akan lebih dari delapan golongan seperti yang
dijelasakan dalam surat at-Taubah (9):60.
Sedangkan pajak penyalurannya lebih luas sesuai dengan suatu Negara.
maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang tinggi
ketimbang pajak. Disamping kesadaran, para wajib zakat mengembang perintah
Allah, sedangkan wajib pajak selain kesadaran, mereka mengembang perintah
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penguasa. Biasanya kepatuhan kepada perintah Allah berbeda dengan kepatuhan
kepada penguasa,yang mana perasaan bersalah jika melanggar juga tidak sama. Di
sini zakat sebagai pembangkit sisi spiritual dan moral dapat dicermati.
C. Reformulasi Konsep Zakat
Reformulasi konsep zakat di sini diartikan sebagai upaya pemaknaan ulang
zakat dalam hal-hal yang bersifat praktis, bukan dalam rana konsep dasar. Zakat tetap
hukumnya wajib, hanya kemudian barang apa saja yang harus disakati perlu
direnungi ulang. Zakat selama ini hanya diasumsikan kepada zakat fitrah dan lima
jenis zakat yang sudah umum dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Kelima
sumber zakat itu adalah zakat emas perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan
barang temuan. Padahal banyak sumber-sumber penghasilan yang kini lebih besar
hasilnya dari pada kelima golongan tersebut. kemudian, konsep kaya saman dulu dan
sekarang juga perlu mendapat perhatian. Jika orang kaya pada masa lalu adalah orang
yang memiliki sapi lebih dari 30 ekor atau orang yang sawahnya luas sehingga hasil
panennya mencapai 5 wasaq (sekitar 653 Kg), saat ini orang kaya adalah orang yang
memiliki mobil mewah, villa dan memiliki saham di perusahaan. Padahal mobil, villa
dan saham bukan bagian dari wajib zakat menurut pengertian klasik. Dengan
demikian bagian tulisan ini tidak dimaksudkan untuk merubah hukum zakat dari
wajib menjadi sunnah atau zakat fitrah bisa dilakukan kapan saja, namun lebih
kepada wilayah ijtihadi zakat yang bisa dikembangkan sesuai dengan irama
perjalanan waktu.
Jadi dalam konsep pergeseran makna zakat bersifat perluasan, penyempitan,
revisi, pergantian bagian-bagiannya dan penafsiran kembali berbagai ayat-ayat yang
kesemuanya tetap mengandung nilai-nilai pembersihan, pertumbuhan, pengembangan
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dan pensucian harta. Bertambahnya kategori zakat dengan zakat jasa merupakan
perluasan kekayaan yang harus dizakatkan.
Untuk memudahkan pembahasan, reformulasi konsep zakat akan dibagi
kedalam dua bagian. Bagian pertama akan mengetengahkan pergeseran konsep materi
barang-barang yang harus dizakatkan sedangkan bagian kedua akan mendeskripsikan
pergeseran dalam konsep orang-orang kaya dan miskin yang disebut ahl al-zakah.
a. Reformulasi materi zakat
Materi zakat yang harus dizakatkan dapat dikatakan telah meluas. Banyak
metode yang digunakan orang untuk menggali kekayaan, bahkan manusia pun kini
menjadi komoditas export seperti yang terjadi di Indonesia yang dengan besar-
besaran mengirimkan tenaga kerjanya keluar negeri demi merauk devisa. Dengan
kemajuan teknologi, kini masyarakat mengenal budidaya tanaman organic dan
hidroponi, ikan hias, burung langka hingga perdagangan di pasar modal. Usaha
semacam ini akan memberikan hasil yang berlipat ganda. Tentu model usaha tersebut
sulit ditemukan di zaman saat Rasulullah masih hidup.
Lebih mudahnya, mari kita bandingkan antara materi zakat antara kitab klasik
yang diwakili oleh Fath al-Qarib yang ditulis oleh Muhammad Bin Qasimn al-Gazzi
al-Syafi’I dengan kitab Fiqh al-Zakat karya Yusuf Qardawhi. Dalam kitab Fath al-
Qarib, Muhammad Qasim membagi jenis zakat kedalam lima kelompok:
1. Zakat mawassyi (binatang ternak)





Hampir tidak ada celah bagi harta-harta yang lain untuk diwajibkan
dikeluarkan zakatnya. Begitu pula bila kita cermati kitab fiqh klasik lainnya, semisal
al-fiqh ‘ala al-Mazahib al-arbaah buah karya Abd. Al-Rahman al-Jazirih. Kitab yang
membahas hukum fiqh dari empat mazhab fiqh itu menyebutkan materi hukum zakat
hanya terdiri atas lima kategori utama yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang-
barang perdangan, barang tambang, dan rikaz, dan yang terakhir adalah buah-buahan
atau hasil pertanian. Yang masuk kelompok binatang ternak antara lain unta, lembu
dan kambing atau sejenis. Kategori emas dan perak menurut Safwan Idris dapat
mencakup barang logam berharga seperti uang yang merupakan alat simpan dan alat
tukar kekayaan manusia. Konsep memasukkan uang dalam kategori emas dan perak
nampaknya tidak terlepas dari pernyataan sejarah bahwa sejak zaman dahulu emas
adalah alat tukar yang berfunsi sebagai uang. Dalam kategori barang-bareang
perdagangan termasuk banyak sekali barang dan ada diantara mujtahid yang
memasukkan emas dan perak yang diperdagankan sebagai perhiasan sebagi barang-
barang yang dikenakan zakat perdagangan. Barang tambang rikaz antara lain diberi
definisi sebagai kekayaan yang disimpan didalam bumi baik yang dijadikan oleh
Allah sebagai bagian alam atau yang ditanam oleh manusia. Tentang barang tambang
dan rikaz ini pendapat para ulama banyak berbeda tetapi pada umumnya
mengkaitkannya dengan emas dan perak juga mungkin disebabkan konsep barang
tambang waktu itu belum begitu berkembang seperti sekarang. Dan yang termasuk
kedalam kategori hasil pertanian adalah makanan pokok dan buah-buahan seperti
kurma dan anggur.
Kemudian, bilah kita menelaah kitab fiqh al-zakat buah pena Yusuf
Qardhawi, kitab yang ditulis pada abad kedua puluh Nampak ada perbedaan yang
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signifikan tentang klasifikasi harta yang wajib dizakati. Buku ini menampilkan
bentuk ijtihad kontenporer yang memang Qardhawi sendiri sebagai penggagasnya.
Dalam era modern ini nampaknya telah menampilkan ijtihad zaman modern sehingga
terdapat perubahan dan pergeseran-pergeseran dalam hukum zakat baik dalam bidang
materi zakat maupun dalam orang-orang yang harus mengeluarkan dan harus
disantuni dengan zakat ini. Qardhawi mengatakan bahwa dalam memaknai ajaran
Islam, khususnya zakat, dibutuhkan peneliti-peneliti baru yang mampu menampilkan
zakat dalam bentu dan cara yang sesuai dengan kemajuan zaman. Selanjutnya beliau
juga mengatakan bahwa banyak persoalan yang timbul pada masa kita sekarang ini
namun belum dikenal oleh para ahli fiqh pada masa lalu. Oleh sebab itu, beliau
menekankan pentingnya ijtihad modern termasuk di dalamnya terkait dengan materi
zakat.
Tentang materi zakat, kiranya menarik jika kita menyimak ungkapan tegas al-
Jazirri bahwa tidak ada zakat pada barang-barang selain kelima kategori yang telah
dijelaskan sebelumnya. Beliau mengatakan tidak wajib zakat pada tempat tinggal,
pada pakaian di badan, pada binatang yang dikendarai, pada yang dilepas digunung,
pada barang-barang seperti perhiasan seperti permata dan yaqub, pada alat-alat
pertukangan dan perhiasan dari emas dan perak itu sendiri. Nampaknya, konsep zakat
yang sudah begitu berkembang pada waktu itu masih terbatas pada zakat pertanian
dan zakat peternakan, zakat perdangan, dan zakat emas dan perak.
Bila kita menilik kitab fiqh al-zakat karya Qardhawi, kategori barang-barang
yang harus dizakatkan menjadi begitu banyak dan kompleks seiring dengan
kompleksnya system perekonomian dan kemampuan menguasai kekayaan alam.
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Qardhawi membagi materi atau barang yang wajib dizakatkan kedalam 9 kategori
yaitu:
a. Zakat binatang ternak
b. Zakat emas dan perak yang juga meliputi uang
c. Zakat kekayaan dagang
d. Zakat hasil-hasil pertanian yang meliputi tanah pertanian
e. Zakat madu dan produksi hewani
f. Zakat barang tambang dan hasil laut
g.Zakat imfestasi pabrik, gedung dan lain-lain
h. Zakat pencarian, jasa dan propesi
i. Zakat saham dan obligasi
Dari segi jumlah kategori yang dibuat oleh Qardhawi, dapat diketahui bahwa
kategori barang-barang yang harus dizakatkan bertambah hamper dua kali lipat, dari
lima menjadi Sembilan. Kategori-kategori yang terdapat dalam buku ini adalah zakat
madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat
pencarian dan propesi serta zakat saham dan obligasi. Selain sebagai kategori yang
berdiri sendiri, kedalam kategori zakat barang tambang, Qhardhawi juga
memasukkan zakat hasil laut yang bukan saja terdiri atas ikan, tetapi juga meliputi
mutiara dan ambar.
Alasan Qardhawi mengembangkan konsep harta yang wajib dizakati adalah
merujuk kepada konsep zakat dalam pengertian dasar seperti pengertian tumbuh,
berkembang. Syarat “berkembang” merupakan syarat utama dalam pengembangan
konsep materi zakat. dan pada zaman modern ini yang ditumbuhkan dan
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dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis sangat banyak
sekali.
Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil mengembangkan segala
potensinya, baik eksternal maupun internal dirinya. Yang termasuk klompok
eksternal adalah manusia mampu mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung,
surat-surat berharga, dan kendaraan-kendaraan. Sedangkan yang tergolong potensi
dalam dirinya adalah kemampuan manusia mengembankan keahlian untuk mendapat
keuntungan yang besar, misalnya propesi dosen, dokter, dan advokat. Oleh sebab itu,
Qardhawi membuat sebuah kategori yang disebut dengan zakat propesi. Keberanian
Qardhawi membuat kategori tak lepas dari perkebangan zaman yang memang
membutuhkan ijtihad dalam rangka menegakkan keadilan bagi semua. Bayangkan,
mereka yang hanya mendapat hasil pertanian sebanyak 5 wasaq (sekitar 653 Kg atau
Rp. 3.265.000 dengan asumsi @ Rp. 5000)  harus mengeluarkan zakat, sementara itu
seorang dokter dalam sehari saja dapat mengumpulkan uang sebesar itu, kemudian
mereka tidak dikenakan zakat, ini merupakan logika yang sulit diterima akal sehat.
Konsep pertumbuhan dan perkembangan kekayaan manusia dapat juga
dicermati dalam dalam kegiatan budidaya hewan dan tumbuhan. Berbagai macam
kekayaan alam yang ada dapat dikembangkan melalui proses budidaya yang
merupakan proses penerapan sains khususnya bioteknologi. Dan pengetahuan biologi
dan genetika, manusia dapat menghasilkan padi dan jagung yang lebih pendek
umurnya tetapi lebih banyak hasilnya atau dapat menghilangkan berbagai jenis
mahluk hidup untuk menghasilakan kekayaan yang luar biasa. Manusia sekarang
bukan hanya beternak buakan hanya sapi dan unta, tetaopi dapat beternak ikan louhan
dan udang windu, beternak lebah madu, atau budidaya bunga angrek dan tanaman
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bongsai yang menghasilkan kekayaan yang berlimpah sehingga merubah konsep
orang kaya. Peternakan dan pertanian saat ini tidak selalu identik dengan kebun-
kebun yang luas, namun bisa jadi dalam gedung-gedung atau rumah kaca dengan
kondisi yang telah disesuaikan dengan alam aslianya. Disinilah peranan sains dan
teknologi merubah konsep pertumbuhan dan pertambahan kekayaan manusia di era
globalisasi.
Dengan proses pertumbuhan dan pertambahan yang berdasarkan pengertian
asli konsep zakat inilah kita melihat kenapa ada kategori zakat baru dalam zaman
modern ini seperti yang dibuat oleh Qardhawi. Pengertian awal konsep zakat adalah
bertumbuh dan berkembang. Sain modern yang muncul saat ini telah memungkinkan
pengembangan berbagai macam barang sehingga sangat meninkatkan harganya dan
membuat orang-orang yang memiliki barang-barang itu masuk dalam kategori orang
kaya. Oleh karena pertumbuhan dan pertambahan ini pula maka kekayaan itu perlu
disucikan dari kotoran-kotosran dalam bentuk zakat kategori baru yang merupakan
hasil ijtihad kontenporer.
b. Konsep Ahl al-Zakat
Dalam tulisan ini, ahl al-zakat diartikan sebagai orang yang mengeluarkan
zakat (muzakki) dan oaring yang berhak menerima zakat (mustahiq). Seseorang yang
masuk dalam kategori musakki biasanya dengan mudah dianggap sebagai orang kaya,
sedangkan seseorang yang menerima dana zakat atau mustahiq umumnya disebut
orang miskin atau orang lemah ekonomi. Namun, kategori kaya dan miskin untuk
zaman sekarang sudah mengalami perubahan yang signifikan.
1. Musakki
95
Pergeserang konsep musakki sebagai orang kaya zaman sekarang ini, selain
terkait dengan pergeseran konsep materi  yang dijelaskan diatas, juga terkait dengan
bagaimana kita melihat dan menafsirkan ketentuan-ketentuan tentang wajibnya
seseorang mengeluarkan zakat. Nisab dan haul perlu mendapat perhatian khusus
dalam masalah ini. Dulu orang yang dianggap kaya apabilah ia memeiliki emas dan
perak, memeiliki kebun buah-buahan dan hasil pertanian yang banyak, memiliki
binatang tyernak atau memiliki harta perdagangan yang banyak atau menemukan
barang simpanan dalam tanah. Namun sejak dikembangkan bank dan pasar modal
sebagai lembaga ekonomi, diterpkan sains dan teknologi dalam kegiatan budidaya,
dipakainya keahlian dan keterampilan diri sebagai komoditas, oaring-orang sekarang
menjadi kaya bukan saja karena menyimpan emas dan perak atau memiliki binatang
ternak, tetapi krena memiliki deposita yang banyak pada bank, memiliki saham
perusahaan-perusahaan besar yang terus bverjalan mencari kekayaan dan hasilnya
dibagi-bagikan kepada pemegang saham itu, mampu memhasilkan berbagai
kebutuhan manusia melaui proses budidaya atau mempunyai keterampilan dan
keahlian yang bisa dijual kepada orang lain. Demikian juga sekarang orang menanam
modal dalam pabrik-pabrik dan gedung-gedung besar yang disewakan dan terus-
menerus memberikan kekayaan kepada penanam modalnya.
Orang-orang kaya sekarang hartanya terus-menerus tumbuh dan berkembang
tampa harus terlibat dalam proses pertumbuhan dan pertambahannya. Harta mereka
juga diurus oleh orang lain sedangkan dia sendiri mungkin tidak begitu tahu berapa
banyak kekayaannya. Mungkin karena itulah, banyak ulamah termasuk Qardhawi,
mewajibkan mengambil zakat dari harta orang gila dan kanak-kanak karna mereka
bisa menjadi kayak arena mewarisi kekayaan dari oaring lain dan diurus dengan cara-
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cara mereka. Kesinambungan kekayaan pada zaman sekarang disebabkan oleh
lembaga-lembaga ekonomi yang bersifat stabil dan mapan. Lembaga-lembaga
ekonomi seperti perusahaan, bank dan lembaga asuransi terus-menerus
mengembangkan kekayaan diluar batas kehidupan individu manusia. Ada diantara
lembaga itu yang telah berumur ratusan tahun dan menyimpan kekayaan cucu dari
pendirinya yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu.
Bidikan menarik telah dilkukan Safuan Idris dalam hal klasifikasi oaring kaya
dan miskin menurutnya, saat ini telah berkembang komsep penklasifikasian seorang
kedalam kelas social. Golongan menengah keatas sudah merupakan orang kaya
meskipun mereka tidak memiliki kekayaan seperti tanah pertanian, perkebunan,
peternakan, emas dan perak serta barang-barang yang diperdagangkan. Para eksekutif
yang menjadi menejer perusahaan atau bank merupakan orang kaya yang sangat
terpandang dal;am zaman sekarang ini. Demikian juga para dokter dan advokat yang
dapat mengumpulkan kekayaan yang banyak dari pelayanannya dengan bermodalkan
isin dan kantor tempat konsultasi saja. Bahkan kekayaan golongan-golongan ini yang
sekarang masuk dalam kelas menengah atas melampaui kekayaan para petani atau
peternak tradisonal yang biasa mengeluarkan zakatnya. Gaji kelompok menengah
keatas ini jauh melebihi hasil padi yang ditanam selama tiga atau empat bulan
lamanya yang mencapai nisap. Dengan menhasilkan beras sekali panen dalam tiga
atau empat bulan sebanyak 653 Kg, petani sudah menjadi orang kaya yang membayar
zakat. apalagi para manager, dokter, konsultan, advokat dan yang lain tiap bulan
mendapat gaji bersih berjutah-jutah rupiah. Wajar kalau kemudian kelompok baru ini
diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
2. Mustahiq
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Konsep mustahiq zakat juga mengalami pergeseran sehingga memerlukan
pemaknaan ulang. Mustahik sebagai mana disebut dalam surat at-Taubah(9): 60
terdiri dari delapan golongan, yakni faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim,
fisabilillah, dan ibnu sabil.
Dalam zaman klasik misalnya konsep fakir dan miskin sebagai dua kategori
utama dari mustahiq sudah begitu berbeda antara berbagai mazhab fiqh sehingga
dalam kitab al-fiqh ala al-mazahib al-arba’ah urain tentang pendapat tentang pendapat
masing-masing mazhab tentang masalah ini jauh lebih panjang dari statemen
perbandingan dan penyatuan antara pendapat-pendapat mazhab itu. Dalam zaman
modern sekarang ini kemiskinan bukan saja ditentukan oleh kepemilikan kekayaan
secara individual, tetapi tergantung juga dari tingkat kehidupan ekonomi suatau
bangsah dan kualitas diri manusia itu sendiri. Dilihat dari tingkatan perekonomian
suatu bangsah, kemiskinan yang biasanya didefenisikan melalui konsep garis
kemiskinan akan berbeda-beda diantara berbagai Negara. Di Brunei orang dianggap
miskin dan berhak menerima zakat bilah ia berpenghasilan sekitar $ 1.180 atau
sekitar Rp. 6.700.000 padahal untuk ukuran Indonesia penghasilan sebesar itu adalah
termasuk orang kaya sebab orang dianggap cukup bilah ia berpenghasilan sekitar Rp.
1.000.000 atau berdasarkan upah minimum regional (UMR).
Disamping perubahan pengertian tentang orang kaya dan miskin, konsep amil
zakat sendiri sudah berkembang sedemikian rupa seperti lembaga BAZ dan LAZ di
Indonesia, dan baitul maal di Malaysia. Terbentuknya badan-badan ini sebagai
penjabaran amil memang mencerminkan pengaruh kontenporer dalam perkembangan
berbagai konsep di sekitar zakat.
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Unsur-unsur lainnya yang mengalami pergeseran dalam zaman sekarang ini
ialah interprestasi dalam konsep fisabilillah, ibnu sabil, dan bahkan konsep riqab itu
sendiri. Dimasa lalu konsep fisabilillah lebih dipokuskan kepada orang-orang yang
secara sukarela berperang di jalan Allah tampa adanya imbalan materil yang pasti.
Sebagian ulam tradisional masih berpegang dengan penafsiran tersebut sehingga
untuk saat ini bila tak ada peperangan, kelompok ini tidak perlu mendapat alokasi
zakat. padahal, kalau kita mau membuka pemikiran kita lebih luas, konsep jihad
sekarang ini dapat dimaknai sebagai berbagai macam perjuangan umat Islam yang
mencakup berbagai kegiatan dakwah dan pembinaan masyarakat dan lembaga-
lembaga  agama Islam, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Lembaga-lembaga
semacam ini perlu mendapat bagian zakat dalam rangka meningkatkan kualiutas umat
Islam sehingga mereka dapat memenangkan persaingan global saat ini.
Konsep ibnu sabil juga perlu reaktualisasi. Ibnu sabil tidak saja meliputi orang
yang habis perbekalannya dalam perjalanan, tetapi meliputi pemberian beasiswa
kepada pelajar agar perjalanan pendidikan mereka tidak putus ditengah jalan.
Pemberian beasiswa sekarang ini nampaknya lebih positif dan tepat sasaran zakat
disbanding memberikan zakat secara komsumtif. Melalui pendidikan, umat Islam
dapat mengembangkan kemampuan dan kekuatan dirinya untuk menghasilkan jasa
yang bernilai ekonomnis dan mampu merubah nasibnya dari mustahiq menjadi
muzakki baru di masa mendatang.
Yang terakhir dari mustahikq zakat yang akan diutarakan disini adalah konsep
riqab yang sering diterjemahkan dengan hamba sahaya. Banyak orang yang
berpendapat bahwa diera modern di saat ini, hamba sahaya sudah tidak relefan lagi
untuk dibicarakan seiring dengan kesepakatan Negara-negara seduniah dalam
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deklarasi hak-hak asasi manusia (declaration of human rights) untuk menghapuskan
perbudakan di atas bumi. Untuk sementara, kita bisa sepakat bahwa hamba sahaya
model lama sudah tidak ditemukan lagi. Namun, hal ini bukan berarti orang-orang
modern sekarang semuanya terbebas dari berbagai belenggu yang mengikat leher
mereka. Dari berbagai pengalaman, kita dapat menjupai banyak sekali orang-orang
miskin yang terjebak oleh rentenir dan mereka hamper tidak bisa membebaskan
dirinya lagi dari ikatan dari para rentenir itu. Bahkan sebagian mereka dipaksa harus
rela menggadaikan Agamanya. Orang-orang semacam ini sebenarnya dapat
dikategorikan sebagai riqab zaman modern. Mereka berhak menerima zakat dalam
rangka untuk membebaskan diri dari penindasan rentenir itu. Inilah bukti bahwa





Setelah membahas zakat dan pajak pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini
penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Zakat dan pajak pada awal Islam merupakan sumber pamasukan dana bagi
negara.
a. Zakat diwajibkan kepada kaum muslimin setelah mendapatkan perintah Allah pada
tahun kedua hijriyah. Pada tahun kesembilan hijriyah, setelah kondisi ekonomi
kaum muslimin stabil, Allah mewajibkan zakat mal. zakat ditetapkan atas
kekayaan-kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi
nilainya (emas, perak), atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti
ternak, produksi pertanian dan barang-barang dagangan, dan luqathah, harta yang
ditinggalkan musuh dan barang temuan. Semuanya dikenakan zakat ketika sudah
mencapai nishabnya, dan mencapai satu tahun kecuali pertaniaan, dikenakan zakat
ketika panen. Pada masa khalifah Umar, beliau menarik zakat dari satu kuda yang
berniali 20.000 sebesar satu dinar dan didistribusukan kepada fakir miskin serta
budak-budak yang pada masa sebelumnya tidak ditarik. Zakat didistribusikan
kepada delapan asnaf.
b. Pajak yang berupa jizyah pada awal Islam dibebankan kepada orang non-muslim,
khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan
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menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer, sebesar satu dinar
setahun bagi orang laki-laki. Dalam menentukan jizyah senantiasa melihat situasi
dan kondisi daerah yang berbeda-beda
c. Pajak yang berupa Kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim
ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum
muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan
status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separo hasil produksinya kepada
negara.
2. Zakat dan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Zakat diberlakukan di Indonesia semenjak Islam masuk di Indonesia. pada waktu
penjajahan Belanda, zakat diatur dalam Ordonantie pemerintah Hindia Belanda
Nomor 6200. setelah Indonesia merdeka zakat dilaksanakan sebagaimana syariat
Islam. Pada tahun 1999, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
melahirkan Undang-undang mengenahi Pengelolaan zakat di Indonesia yaitu UU
Nomor 38 tahun 1999, dan diatur dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581
tahun 1999. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, diharapkan pengelolaan
zakat di Indonesia akan menjadi lebih baik.
b. Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara, Subjek pajak adalah
orang pribadi maupun badan. yang bertempat tinggal di Indonesia maupun mereka
bertempat tinggal di luar negeri secara mutlak yang tidak memandang suku, etnis,
dan agama, jenis-jenis pajak di Indonesia adalah: Pajak penghasilan, Pajak
pertambahan nilai dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak buku dan
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bangunan, dan pajak daerah. Fungsi pajak selain mengisi kas Negara juga
berfungsi mengatur, sebagai usaha untuk turut campur dalam segala lapangan atau
bidang guna menyelenggarakan tujuan-tujuan pemerintah diluar bidang keuangan
c. Perdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang adanya kewajiban atas harta
selain zakat (pajak) sebagian ulama mengatakan bahawa di bolehkan adanya
kewajiban lain atas harta tersebut, dan sebagiannya lagi menganggap bahwa
kewajiban tersebut tidak bpoleh bahkam diharamkan, kedua pendapat tersebut
sama –sama kuat bkarena didasari atas dengan dasar hukum yang kuat yaitu al-
Quran dan hadis.
d. Di era modern ini, terjadi pergeseran pada pemaknaan zakat, yaitu tentang siapa
saja yang wajib berzakat (muzakki), dan golongan-golongan penerima zakat
(mustahiq) dan harta yang wajib diszakati, hal ini tidak lepas dari hasil ijtihad para
pemikir Islam kontemporer, seperti Dr.Yusuf Qardawhi dalam kitabnya Fiqh al-
zakat, dalam kitab tersebut dibahas masalah harta yang wajib dizakati mengikuti
perkembangan zakat, keberanian Qardhawi tak lepas dari perkebangan zaman
yang memang membutuhkan ijtihad dalam rangka menegakkan keadilan bagi
semua.
B. Saran-Saran
Melihat dari hasil pembahasan dalam bab-bab di atas, antara zakat dan
pajak mempunyai kesamaan tujuan dengan formulasi yang berbeda. Fenomena
yang ada di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ada beban
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yang berat ketika melakukan dua kewajiban yang subtansinya sama dengan bentuk
yang berbeda yaitu zakat dan pajak. Berangkat dari situ, penulis menyarankan
kepada :
1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat Undang-undang
yang memberikan solusi atas permasalahan kewajiban ganda bagi umat Islam
Indonesia terkait zakat dan pajak..
3. Pembaca khususnya mahasiswa, bahwa dalam menetapkan dan
memberlakukan suatu produk hukum harus mempertimbangkan dengan
menyesuaikan konteks dari subjek dan objek hukum.
4. Ahli hukum, bahwa perlu adanya sebuah formulasi hukum yang kontekstual




Abdul, Qadim Zallum. Sistem Keuangan Di Negara Khilafah. (Bogor; thariqul
Izzah, 2001),
Al Faridi, Hasan Rifa’i, ,Panduan Zakat Praktis, Dompet Dhuafa
Republika,(Jakarta,  1996),
al Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, (cet.12; Jakarta: Litera Antarnusa,  2011)
Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih, Al-Qardhawi  Fil-Mizan, Terj M. Abdul
Gaffar. Pemikiran Dr. Yusuf al Qardhawi dalam Timbangan (Bogor:
Pustaka Imam al-Syafi’i, 2003)
Barata, Atep Adiya, perbendaharaan dan pemeriksaankeuangan Negara/daerah
(Jakarta, eles media computindo, 2005).
Devano, Sony. Perpajakan, konsep teori dan isu. (Jakarta, kencana, 2006).
Effendi, Muh. Bakrum. kebijakan perpajakan di Indonesia dari era colonial
sampai era orde baru (Jogjakarta, alinea pustaka, 2006).
http://alarifs.blogspot.com/sejarah-zakat-di-indonesia.html. (Diakses pada hari
Jumat, tanggal 5 april 2013, pukul 10:05).
Hasan Rifa’i, Al-Faridi, ,Panduan Zakat Praktis, Dompet Dhuafa
Republika,(Jakarta,  1996).
Hasan, M. Ali. Masail fiqhiyah (zakat,pajak asuransi dan lembaga keuangan),
(Jakarta, raja grafindo persada, 1996).
Husni M. Saleh, Fiqh Ibadah, Menjawab Problem Umat Berdasar Empat Imam
Mazhab, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2012).
Inoed, Amiruddin; dkk, Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil
Zakat Sumatera Selatan (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
Laksmana, Eko. System Perpajakan Di Indonesia, (Jakarta prima kampus grafika,
1992).
Madjid, Nurcholist, dkk. kontekstualisasi Dotrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta,
yasyasan paradina, 1994).
Mas’udi, Masdar F. AGAMA KEADILAN, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam
(Jakarta; Pusaka Firdaus 1991).
Saleh, Husni M, Sejarah Kebudayaan dan Peradaban Islam (Surabaya; Taruna
Media Pusaka, 2011).
Soemitro, Rochmat. Asas Dan Dasar Perpajakan (bandung, refika aditama,2004).
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Moderitas ( Malang, UIN Malang Press,
2007).
Suharto, Ugi. Keuangan Publik Islam, Reinterpretasi Zakat dan Pajak,
(Yogyakarta:Pusat Study Zakat., 2004).
104
Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, Al-Qardhawi  Fil-Mizan, Terj M. Abdul Gaffar.
Pemikiran Dr. Yusuf al Qardhawi dalam Timbangan (Bogor: Pustaka Imam
al-Syafi’i, 2003).
Taimiyah, Ibnu. Majmu’atul fatawal, h. 296 21 dalam Gusfahmi, S,E., M.A.
Pajak Menurut Syariah., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
Ubait, Abu. al-Anwal, h. 21 dalam Gusfahmi, S,E., M.A. Pajak Menurut
Syariah., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). h.
Yusuf, Abu. al-Kharaj, h. 80. 21 dalam Gusfahmi, S,E., M.A. Pajak Menurut
Syariah., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
